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Perundang-
undangan 

Evaluasi 

Audit 

Database 

Produk 
Hukum 

Koordinasi 
Koordinasi 

Koordinasi Koordinasi 

KT.13.01 

Penataan 
Lingkungan Hidup 

KT. 13.02 

Penataan dan 
Peningkatan 

Kapasitas Lingkungan 
Hidup 

KT. 13.04 

Peningkatan 
Kebersihan dan 

Pengelolaan Sampah 

KT.13.03 

Pengendalian 
Pencemaran dan 

Kerusakan 
Lingkungan 

Koordinasi 

Koordinasi 



 Peta Subproses 
KT.14. Peningkatan Investasi  

 

Masyarakat 

Stakeholders 

Masyarakat 

KT.01 

Perencanaan 
Pembangunan  

KT.17 

Pengelolaan Peraturan 
Perundang-undangan 

KT.16 

Pengelolaan Data, 
Dokumentasi, Komunikasi 

dan Informatika 

KT.18 

Pengelolaan Administrasi 
Umum dan Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah 

KT.19 

Pengelolaan Keuangan 
& Kekayaan Daerah 

KT.20 

Pengelolaan Sumber 
Daya Aparatur Daerah  

KT.21 

Pembinaan 
Ketentraman dan 

ketertiban masyarakat 

Dok  
Perencanaan  

Data & 
Informasi  

Acuan 
Penyelenggara
an Layanan  

Anggaran  

SDM 
Profesional  

Masyarakat 
yang tertib 

Kebijakan, 
kewenangan  

KT.02 

Pengawasan 

 

KT.16 

Pengelolaan Data, 
Dokumentasi, 

Komunikasi dan 
Informatika 

KT.01 

Perencanaan 
Pembangunan  

KT.17 

Pengelolaan 
Peraturan 

Perundang-
undangan 

Evaluasi 

Audit 

Database 

Produk 
Hukum 

KT.14.01 
Pelayanan 

Penanaman Modal 

KT.14.02 
Pelayanan Perizinan 
Pemerintahan dan 

Kesejahteraan 
Masyarakat 

KT. 14.03 
Pelayanan 
Perizinan 

Pembangunan 

KT.14.04 
 

Pengelolaan data dan 
advokasi perizinan dan 

non perizinan 

KT.14.08 
Pengembangan 

Pariwisata 

KT.14.07 

Pengembangan 
Perdagangan 

KT.14.06 
Pengembangan 
Perindustrian 

KT.14.05 
Pengawasan dan 

pelayanan bangunan 

KT.14.09 
Pengembangan 
Kerjasama dan 

Perekonomian Daerah 

: Koordinasi 

: Dukungan data 



 
Peta Subproses 

KT.15. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 
 

Stakeholders 

Masyarakat 

KT.01 

Perencanaan 
Pembangunan  

KT.17 

Pengelolaan Peraturan 
Perundang-undangan 

KT.16 

Pengelolaan Data, 
Dokumentasi, Komunikasi 

dan Informatika 

KT.18 

Pengelolaan Administrasi 
Umum dan Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah 

KT.19 

Pengelolaan Keuangan 
& Kekayaan Daerah 

KT.20 

Pengelolaan Sumber 
Daya Aparatur Daerah  

KT.21 

Pembinaan 
Ketentraman dan 

ketertiban masyarakat 

Dok  
Perencanaan  

Data & 
Informasi  

Acuan 
Penyelenggara
an Layanan  

Anggaran  

SDM 
Profesional  

Masyarakat 
yang tertib 

Kebijakan, 
kewenangan  

Evaluasi 

Audit 

Database 

Produk 
Hukum 

Masyarakat 

KT.02 

Pengawasan 

 

KT.16 

Pengelolaan Data, 
Dokumentasi, 

Komunikasi dan 
Informatika 

KT.01 

Perencanaan 
Pembangunan  

KT.17 

Pengelolaan 
Peraturan 

Perundang-
undangan 

: Koordinasi 

: Dukungan data 
dsb  

KT.15.01 

Pengembangan dan 
Pembinaan Koperasi 

KT.15.02 

Pemberdayaan dan 
Pembinaan UMKM 

KT.15.03 

Peningkatan Ketersediaan, 
Distribusi dan Penanganan 

Kerawanan Pangan 

KT.15.04 

Peningkatan 
Produktivitas Perikanan 

KT.15.05 

Peningkatan Produktivitas 
Pertanian dan Peternakan 

KT.14.09 

Pengembangan 
Kerjasama dan 

Perekonomian Daerah 

Koordinasi 

Koordinasi Koordinasi 

Koordinasi 

Suport Data Suport Data 



 
Peta Subproses 

KT.16. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Komunikasi dan Informatika 
 

Masyarakat 

Stakeholders 

Masyarakat 

KT.01 

Perencanaan 
Pembangunan  

KT.17 

Pengelolaan Peraturan 
Perundang-undangan 

KT.18 

Pengelolaan Administrasi 
Umum dan Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah 

KT.19 

Pengelolaan Keuangan 
& Kekayaan Daerah 

KT.20 

Pengelolaan Sumber 
Daya Aparatur Daerah  

Dok  
Perencanaan  

Acuan 
Penyelenggara
an Layanan  

Anggaran  

SDM 
Profesional  

Masyarakat 
yang tertib 

Kebijakan, 
kewenangan  

KT.21 

Pembinaan 
Ketentraman dan 

ketertiban 
masyarakat 

 

KT.02 

Pengawasan 

 

KT.01 

Perencanaan 
Pembangunan  

KT.17 

Pengelolaan 
Peraturan 

Perundang-
undangan 

Evaluasi & 
Support Data 

Audit 

Produk 
Hukum 

KT.16.01 

Pengelolaan Statistik 
dan Pemberdayaan 
Teknologi Informasi 

dan Komunikasi 

KT.16.03 
 

Pengembangan  
e-Government 

 

KT.16.02 
 

Pengembangan 
dan Dokumentasi 

Kearsipan 

KT.16.04 
 

Peningkatan 
Diseminasi 

Informasi dan 
Komunikasi Publik 

KT.16.05 
Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 
Teknologi Informasi 
dan Komunikasi dan 

Persandian 

Dukungan 
sarpras 

support 

koordinasi 

koordinasi 

koordinasi 

koordinasi 



 

Peta Subproses 
KT.17. Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan 

Stakeholders 

Masyarakat 

KT.01 

Perencanaan 
Pembangunan  

KT.18 

Pengelolaan Administrasi 
Umum dan Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah 

KT.19 

Pengelolaan Keuangan 
& Kekayaan Daerah 

KT.20 

Pengelolaan Sumber 
Daya Aparatur Daerah  

 
Prolegda 

Anggaran  

SDM 
Profesional  Penegakan 

Kebijakan, 
kewenanga
n  

Evaluasi 

Audit 

Database 
Peraturan 
Perundangan 

Masyarakat 

KT.21 

Pembinaan 
Ketentraman dan 

ketertiban masyarakat 
 

KT.02 

Pengawasan 

 

KT.16 

Pengelolaan Data, 
Dokumentasi, Komunikasi 

dan Informatika 

 

KT.01 

Perencanaan 
Pembangunan  

OPD 

KT.17.01 

Pengembangan 
Produk Hukum 

Daerah dan 
Pembinaan HAM 



 Peta Subproses 
KT.18. Pengelolaan Administrasi Umum dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

 

KT.18.07 

Pembinaan  
Pemerintahan 

KT.18.06 

Pembinaan organisasi dan 
Tata Laksana 

KT.18.05 

Tata Kelola 
Pemerintahan 

 

Dukungan 
data 

Koordinasi 

Koordinasi  

Koordinasi 

Koordinasi 

Seluruh OPD 

Stakeholders 

Masyarakat 

Dok  
Perencanaan  

Data & 
Informasi  

SDM 
Profesional  

KT.01 

Perencanaan 
Pembangunan  

KT.16 

Pengelolaan Data, 
Dokumentasi, Komunikasi 

dan Informatika 

KT.20 

Pengelolaan Sumber 
Daya Aparatur Daerah  

Masyarakat 

KT.02 

Pengawasan 

Audit 

KT.03 

Peningkatan Kualitas 
Pendidikan Masyarakat 

KT.13 
Peningkatan Kualitas 

Lingkungan Hidup 

KT.11 
Penurunan Lingkungan 

Kumuh, Banjir dan 
Genangan 

KT.09 
Peningkatan Kualitas 

Sarana, Prasarana dan 
Pelayanan Pertanahan 

KT.07 
Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Adm. 
Kependudukan 

KT.05 

Penurunan Kemiskinan 
dan PMKS 

Seluruh OPD 

KT.04 
Peningkatan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

KT.14 
Peningkatan Investasi  

KT.12 
Peningkatan Kualitas 
Penataan Ruang dan 
Ketersediaan Ruang 

Terbuka 

KT.10 
Penurunan Kemacetan 

dan Peningkatan 
Pelayanan Transportasi 

KT.08 

Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Kebencanaan 

KT.06 
Peningkatan 

Kesempatan Kerja 

KT.15 
Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat 

KT.18.02 

Fasilitasi  
Pengawasan DPRD 

 

KT.18.01 

Fasilitasi  
Penganggaran DPRD 

 

KT.18.03 

Fasilitasi  
Administrasi Keuangan 

DPRD 

Koordinasi 

KT.18.04 

Fasilitasi Persidangan 
Perundang-undangan dan 

Humas Protokol DPRD 

KT.18.10 

Penelitian dan 
Pengembangan 
Pembangunan 

KT.18.8 

Pengadaan Barang  
dan Jasa 

 

KT.18.09 

Pengelolaan Keprotokolan 
& Komunikasi Pimpinan 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Peta Subproses 
KT.19. Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 

KT.19.02 

Pendataan, 
Verifikasi dan 

Pengolahan Data 
PBB dan BPHTB 

KT.19.03 

Penetapan, Penagihan 
dan Penyelesaian 
Piutang PBB dan 

BPHTB 

KT.19.01 

Pelayanan PBB dan 
BHTB 

KT.19.04 

Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 

Lainnya 

KT.19.05 

Pengelolaan 
Anggaran Daerah 

KT.19.06 

Penatausahaan dan 
Akuntansi 

Keuangan Daerah 
 

KT.19.07 

Pengelolaan Aset 
Daerah 

Laporan 

Laporan 

Laporan 

Data 

Data 

Koordinasi 

Koordinasi 

Stakeholders 

Seluruh OPD 

KT.01 

Perencanaan 
Pembangunan 

 

KT.17 
Pengelolaan Peraturan 
Perundang-undangan 

KT.20 
Pengelolaan Sumber Daya 

Aparatur Daerah 

Dokumen 
Perencanaan  

Acuan/Dasar 
Hukum 

SDM 
Profesional  

Audit 

Pengelolaan 
keuangan 

KT.02 

Pengawasan 

KT.18 

Pengelolaan 
Administrasi Umum 

dan Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

KT.17 

Pengelolaan Peraturan 
Perundang-undangan 

Produk 
Hukum 

Seluruh OPD 

Masyarakat 



 Peta Subproses 
KT.20. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Daerah 

 

Stakeholders 

Seluruh OPD 
Input kebutuhan SDM  

Program pengembangan  

KT.20.04 

Pengembangan 
Kompetensi Aparatur 

KT.20.02 

Pelayanan Mutasi 
Aparatur 

KT.20.03 

Pembinaan Aparatur 

KT.20.05 
Pembinaan dan 

pengembangan Korpri 
Koordinasi 

Koordinasi 

Koordinasi 

KT.01 

Perencanaan 
Pembangunan  

KT.17 

Pengelolaan Peraturan 
Perundang-undangan 

KT.16 

Pengelolaan Data, 
Dokumentasi, Komunikasi 

dan Informatika 

KT.18 

Pengelolaan Administrasi 
Umum dan Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah 

KT.19 

Pengelolaan Keuangan 
& Kekayaan Daerah 

Dok  
Perencanaan  

Data & 
Informasi  

Acuan 
Penyelenggara
an Layanan  

Anggaran  

Kebijakan, 
kewenangan  

KT.02 

Pengawasan 
Audit 

KT.03 
Peningkatan Kualitas 

Pendidikan Masyarakat 

KT.11 

Penurunan Lingkungan 
Kumuh, Banjir dan 

Genangan 

KT.09 

Peningkatan Kualitas 
Sarana, Prasarana dan 
Pelayanan Pertanahan 

KT.07 
Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Adm. 
Kependudukan 

KT.05 

Penurunan Kemiskinan dan 
PMKS 

Seluruh OPD 

KT.04 

Peningkatan Derajat 
Kesehatan Masyarakat 

KT.14 

Peningkatan Investasi  

KT.12 

Peningkatan Kualitas 
Penataan Ruang dan 

Ketersediaan Ruang Terbuka 

KT.10 

Penurunan Kemacetan dan 
Peningkatan Pelayanan 

Transportasi 

KT.08 

Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Kebencanaan 

KT.06 

Peningkatan 
Kesempatan Kerja 

Masyarakat 

KT.13 

Peningkatan Kualitas 
Lingkungan Hidup 

KT.15 

Pemberdayaan Ekonomi 
Masyarakat 



 
Peta Subproses 

KT.21. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 

Masyarakat 
Stakeholders 

Masyarakat 

Audit 

Produk 
Hukum 

KT.02 

Pengawasan 

 

KT.17 

Pengelolaan Peraturan 
Perundang-undangan 

OPD Terkait 

KT.01 

Perencanaan 
Pembangunan  

KT.17 

Pengelolaan Peraturan 
Perundang-undangan 

KT.20 

Pengelolaan Sumber 
Daya Aparatur Daerah  

Dok  
Perencanaan  

SDM 
Profesional  

Dukungan data 
Peraturan 
Perundangan 

KT.21.05 

Pembinaan Wawasan 
Ketahanan Bangsa dan 

Politik Dalam Negeri 

KT.21.01 

Penegakan Produk 
Hukum Daerah 

KT.21.02 

Peningkatan 
Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 

KT.21.03 

Pembinaan 
Masyarakat 

KT.21.04 

Pembinaan 
Satlinmas 

Penyiapan 
bahan 
kebijakan 

Koordinasi 

Koordinasi 

Dukungan 

Dukungan 



Kebijakan 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peta Subproses 
KT.01. Perencanaan Pembangunan 

KT.01.01 

Perencanaan Dan 
Evaluasi Pembangunan 

KT.01.02 
 

Perencanaan  
Pembangunan Sosial 
Kemasyarakatan Dan 

Ekonomi 

KT.01.03 
 

Perencanaan 
Pembangunan Sarana 

Prasarana Wilayah Dan 
Lingkungan Hidup 

KT.01.05 

Pembinaan 
Pembangunan 

Daerah 

KT.01.04 

Perencanaan 
Pembangunan 

Pemerintahan Dan 
Otonomi Daerah 

KT.02 

Pengawasan  

KT.18 

Pengelolaan 
Administrasi Umum 

dan Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Fasilitasi Proses 

penganggaran, Dan 

usulan 

program/kegiatan 

KT.19 
 

Pengelolaan 
Keuangan & 

Kekayaan 
Daerah 

Pengusulan 

Anggaran 

Kegiatan 

Produk 

Hukum 

KT.17 

 
Pengelolaan 

Peraturan 
Perundang-
undangan 

Stakeholders 

Masyarakat 

KT.20 

Pengelolaan 
Sumber Daya 

Aparatur Daerah 

Koordinasi dan 

pembinaan arah kebijakan 

pembangunan 

Audit 

SDM 

Profesional 

B. PETA  SUB PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA TANGERANG 



 
Peta Relasi 

KT.01. Perencanaan Pembangunan 

Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Daerah 

Sekretariat Daerah 

Stakeholders 

OPD 

Masyarakat 



 
Peta Relasi 

KT.02. Pengawasan 

Stakeholders 

OPD 

Masyarakat 

INSPEKTORAT 



 
Peta Relasi 

KT.03. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat 

Stakeholders 

OPD 

Masyarakat 

Dinas Pendidikan 
Dinas Perpustakaan dan 

Arsip 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Pemuda dan 
Olahraga 



 
Peta Relasi 

KT.04. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 

Stakeholders 

Masyarakat 

Dinas Kesehatan  

Rumah Sakit Umum Daerah 



 
Peta Relasi 

KT.05. Penurunan Kemiskinan dan Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial  

Stakeholders 

Masyarakat 

Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah 

Dinas Sosial 



 
Peta Relasi 

KT.06. Peningkatan Kesempatan Kerja 

Stakeholders 

Masyarakat 

Dinas Ketenagakerjaan 



 
Peta Relasi 

KT.07. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan 

Stakeholders 

Masyarakat Kecamatan 

Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 



 
Peta Relasi 

KT.08. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kebencanaan 

Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 

Stakeholders 

Masyarakat 

OPD terkait 



 
Peta Relasi 

KT.09. Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana dan Pelayanan Pertanahan 

Stakeholders 

Masyarakat 

Dinas Perumahan, 
Permukiman dan Pertanahan 

Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Dinas Lingkungan Hidup 
Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah 
 



 
Peta Relasi 

KT.10. Penurunan Kemacetan dan Peningkatan Pelayanan Transportasi 

Stakeholders 

Masyarakat 

Dinas Perhubungan 

Dinas Pekerjaan Umum   
dan Penataan Ruang 



 
Peta Relasi 

KT.11. Penurunan Lingkungan Kumuh, Banjir Dan Genangan 

Dinas Perumahan, 
Permukiman dan Pertanahan 

Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Stakeholders 

Masyarakat 

Dinas Lingkungan 
Hidup 



 Peta Relasi 
KT.12. Peningkatan Kualitas Penataan Ruang dan 

Ketersediaan Ruang Terbuka 

Stakeholders 

Masyarakat 

Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 



 
Peta Relasi 

KT.13. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 

Stakeholders 

Masyarakat 

Dinas Lingkungan Hidup 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Peta Relasi 
KT.14. Peningkatan Investasi  

Stakeholders 

Masyarakat 

Dinas Penanaman Modal 
Perijinan Terpadu Satu Pintu 

Sekretariat Daerah Dinas Perumahan, 
Permukiman dan Pertanahan 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi dan UKM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Peta Relasi 
KT.15. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Stakeholders 

Masyarakat 

Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi dan UKM 

Dinas Ketahanan Pangan Sekretariat Daerah 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Peta Relasi 
KT.16. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Komunikasi dan Informatika 

Stakeholders 

Masyarakat 

Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

Dinas Perpustakaan 
dan Arsip 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Peta Relasi 
KT.17. Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan 

Stakeholders 

Masyarakat 

Sekretariat Daerah 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Peta Relasi 
KT.18. Pengelolaan Administrasi Umum dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Inspektorat 

Sekretariat DPRD 

Sekretariat Daerah 

Dinas Pendidikan 

Dinas Kesehatan 

Rumah Sakit Umum Daerah 

Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Dinas Perumahan, Permukiman 
dan Pertanahan 

Dinas Sosial 

Dinas Ketenagakerjaan 

Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana 

Dinas Ketahanan Pangan 

Dinas Lingkungan Hidup 

Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

 

Dinas Perhubungan  
Dinas Komunikasi dan 

Informatika 

Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi &UKM 

Dinas Penanaman Modal 
Perijinan Terpadu Satu Pintu Dinas Pemuda dan Olahraga 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Perpustakaan dan Arsip 

Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Daerah 

Badan Pengelola Keuangan 
Daerah 

Badan Pendapatan Daerah 

Badan Kepegawaian dan 
Pendidikan SDM Kecamatan Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik 

Satuan Polisi Pamong Praja 

Stakeholders 

Seluruh OPD 

Masyarakat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Peta Relasi 
KT.19. Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 

Stakeholders 

Seluruh OPD 

Badan Pendapatan Daerah 

Badan Pengelola Keuangan 
Daerah 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Peta Relasi 
KT.20. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Daerah 

Sekretariat daerah 

Badan Kepegawaian dan 
Pendidikan SDM 

Stakeholders 

Seluruh OPD 



 
Peta Relasi 

KT.21. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 

Stakeholders 

OPD 

Masyarakat 

Satuan Polisi Pamong Praja 

Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik 

Sekretariat Daerah 



 

Peta Relasi 
KT.01. Perencanaan Pembangunan 

Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Daerah 

Sekretariat Daerah 

Stakeholders 

OPD 

Masyarakat 

C. PETA RELASI PEMERINTAH KOTA TANGERANG 



KT.01.01 : Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan 

DPRD/ 
Tim Anggaran 

 
 
 
 

Walikota 

 
 
 
 
 

 
Sekretariat 

Daerah/TAPD 
 

 

Kepala 
Bappeda 

 
 
 
 
 

Bidang 
Perencanaan 

Pembangunan, 
Evaluasi & 
Pelaporan 

 
 
 

Seluruh OPD 

 
 
 
 
 

 
 

K/L Terkait 
 
 

 
 

 

Pedoman 
Perencanaan 
dan Evaluasi 
Pembanguan 

Arahan Walikota terkait 
Penyusunan Rencana 

dan Evaluasi 
Pembangunan 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, 
Penelitian & Pengembangan 

 
Disposisi 

Menyusun 
Dokumen 

Perencanaan 

Mengoordinasikan dan 
Melaksanakan Penyusunan 

Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 

 
 
 
 
 
 
 

Koordinasi 
Dokumen 

Perencanaan 

 
 
 
 
 
 
 

Koordinasi 
Dokumen 

Pengaggaran 

 
 
 
 
 
 
 

Koordinasi 
Pengesahan 

Dokumen 
Perencanaan 

Pengendalian  
Perencanaan 

Pembangunan  

Evaluasi  
Pembangunan  

Pelaporan 

Produk Hukum 
Perencanaan 

Pembangunan  



KT.01.02 : Perencanaan  Pembangunan Sosial Kemasyarakatan Dan Ekonomi 

DPRD/ 
Tim Anggaran  

 

Walikota 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah/TAPD 

 
 
 
 

Kepala 
Bappeda 

 
 
 
 

Bidang 
Perencanaan 

Pembangunan, 
Evaluasi & 
Pelaporan 

 

 
Bidang 

Perencanaan 
Sosial, 

Kemasyarakatan & 
Ekonomi 

 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Terkait 
 

 
 

 
K/L Terkait 

 

 

 
 

Memberikan 
Pedoman 

Arahan Kebijakan Pembangunan 
Bidang  Perencanaan  
Pembangunan Sosial 

Kemasyarakatan Dan Ekonomi 

Penyiapan Bahan 
Kebijakan & Pembinaan 

Pembangunan   

Mengoordinasikan 
Perencanan 

Pembangunan Daerah  

Koordinasi Dan 
Pengembangan Serta 

Pembinaan 
Program Dan Kegiatan 

Pembangunan 

Koordinasi & Pelaksanaan 
Penyusunan Dokumen 

Perencanaan  
Pembangunan  

Menyusun Dokumen 
Perencanan 

Pembangunan   

Koordinasi & 
Penyusunan Skala 

Prioritas   

Koordinasi 
Dokumen 

Perencanaan 
Pembangunan 
Bidang Sosial 

Kemasyarakatan 
Dan Ekonomi  

Koordinasi 
Penganggaran 
Perencanaan 

Pembangunan 
Bidang Sosial 

Kemasyarakatan 
Dan Ekonomi 

 
Koordinasi 

Pengesahan 
Dokumen  

Perencanaan 
Pembangunan 
Bidang Sosial 

Kemasyarakatan 
Dan Ekonomi 

Dokumen 
Perencanaan 

Pembangunan 

Menyusun  
Rencana Kerja    



 KT.01.03 : Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup  

 DPRD/
Tim Anggaran  

 
 

Walikota 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah/TAPD 

 
 
 
 

Kepala 
Bappeda 

 
 
 
 

Bidang 
Perencanaan 

Pembangunan, 
Evaluasi & 
Pelaporan 

 

 
Bidang 

Perencanaan
Sarana dan
Prasarana 

 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Terkait 
 

 
 

K/L Terkait 
 

 

Memberikan 
Pedoman 

Arahan Kebijakan Pembangunan 
Bidang  Perencanaan  
Pembangunan Sosial 

Kemasyarakatan Dan Ekonomi 

Penyiapan Bahan Kebijakan 
& Pembinaan 
Pembangunan   

Mengoordinasikan 
Perencanan 

Pembangunan Daerah  

Koordinasi Dan 
Pengembangan Serta 

Pembinaan 
Program Dan Kegiatan 

Pembangunan 

Koordinasi & Pelaksanaan 
Penyusunan Dokumen 

Perencanaan  
Pembangunan  

Menyusun Dokumen 
Perencanan 

Pembangunan   

Koordinasi & 
Penyusunan Skala 

Prioritas   

 
 
 
 
 
 
 

Koordinasi 
Dokumen 

Perencanaan 
Pembangunan 

Sarana dan 
Prasarana 

Wilayah & LH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koordinasi 
Penganggaran 
Perencanaan 

Pembangunan 
Sarana dan 
Prasarana 

Wilayah & LH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koordinasi 
Pengesahan 

Dokumen  
Perencanaan 

Pembangunan 
Sarana dan 
Prasarana 

Wilayah & LH 

Dokumen 
Perencanaan 

Pembangunan 
Sapras Wilayah 

& LH 

Menyusun  
Rencana Kerja    



KT.01.04 : Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Otonomi Daerah 

DPRD/ 
Tim Anggaran 

 

Walikota 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah/TAPD 

 
 
 
 

Kepala 
Bappeda 

 
 
 
 

Bidang 
Perencanaan 

Pembangunan, 
Evaluasi & 
Pelaporan 

 

 
Bidang 

Perencanaan 
Pemerintahan  

 
 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Terkait 
 

 
 

K/L Terkait 
 

 

Memberikan 
Pedoman 

Arahan Kebijakan Pembangunan 
Bidang  Perencanaan  
Pembangunan Sosial 

Kemasyarakatan Dan Ekonomi 

Penyiapan Bahan 
Kebijakan & Pembinaan 

Pembangunan   
 

Mengoordinasikan 
Perencanan 

Pembangunan Daerah  

Koordinasi Dan 
Pengembangan Serta 

Pembinaan 
Program Dan Kegiatan 

Pembangunan 

Koordinasi & Pelaksanaan 
Penyusunan Dokumen 

Perencanaan  
Pembangunan  

Menyusun Dokumen 
Perencanan 

Pembangunan   

Koordinasi & 
Penyusunan Skala 

Prioritas   

 
 
 
 
 
 
 

Koordinasi 
Dokumen 

Perencanaan 
Pembangunan 
Pemerintahan 

& OTODA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koordinasi 
Penganggaran 
Perencanaan 

Pembangunan 
Pemerintahan & 

OTODA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koordinasi 
Pengesahan 

Dokumen  
Perencanaan 

Pembangunan 
Pemerintahan & 

OTODA 

Dokumen 
Perencanaan 

Pembangunan 
Pemerintahan 

& OTODA 

Menyusun  
Rencana Kerja    



Ya 

KT.01.05 : Pembinaan Pembangunan Daerah 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

Kepala Bagian 
Pengendalian 
Pembangunan 

& 
Perencanaan   

 
 
 
 
 

Subbagian 

 
 
 
 
 

 
 

OPD  
Lainnya 

 

 
 

K/L Terkait 

 

 

Memberikan  
Pedoman Pembinaan 

Pembangunan   

Arahan Walikota 
tentang Administrasi 

Dan Pengendalian 
Pembangunan  

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan 
Pembinaan 

Administrasi 
Dan Pengendalian 

Pembangunan  

 
 

Menyiapkan 
Dokumen 
Rumusan 
Kebijakan 

Administrasi  
Dan 

Pengendalian 
Pembangunan 

  

Mengajukan   
Dokumen  

Rancangan   
Kebijakan 

 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
Mengoordina 

sikan 
Pelaksanaan 

Kebijakan 
bidang 

Administrasi 
Dan 

Pengendalian 
Pembangunan  

  

Tidak 

Tidak 

 
 
 

Menyelengga 
rakan 

Administrasi 
Pembangunan , 

 
 

Menyelengga 
rakan 

Pengendalian  
Pembangunan 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 



KT.02.01: Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Walikota 

 
 
 
 

Inspektur 

 
 
 

Inspektur 
Pembantu/ 

Auditor 

 
 

 
OPD 

 
 
 

BPK/APIP/ 
APIP Lainnya 

 

 
KPK/Polres/ 
Kejaksaan 

 

 

Kementerian 
Dalam Negeri 

 
 
 

Kementerian 
PAN dan 

RB 

 
 

 

Menyusun 

Pedoman Umum 

Pengawasan 

Mengesahkan 

Program Kerja 

Pengawasan 

Tahunan 

Melaksanakan 
Audit 

 
Melaksanakan 

Review 
Dokumen 

Perencanaan 
dan Laporan 
Keuangan  

 
Melaksana

kan 
Evaluasi 
SAKIP, 
LPPD, 
SAKiP  

 
Melaksanakan 
Pemantauan 

hasil audit dan 
evaluasi  

 
 

Melaksanakan 
Pendamping-

an Audit 
Eksternal  

Menerbitkan kebijakan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 

Melaksana-
kan Audit 

 

 

 

 

 

Melaksana-

kan 

Pencegahan 

Korupsi 

 

Pemuta-

khiran 

Tindak 

Lanjut Hasil 

Pengawasan 



Ya 

KT.03.01 : Peningkatan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

Kepala Dinas  
Pendidikan 

 
 
 
 
 

Bidang 
Pembinaan  

PAUD & 
 Pendidikan  
Non Formal 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
 

K/L  

 

Memberikan 
Pedoman Tentang 

Peningkatan kualitas 
Pendidikan Anak Usia 
Dini dan non formal 

Arahan Walikota tentang 
Peningkatan kualitas 

Pendidikan Anak Usia Dini 
dan non formal 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 
Tentang Peningkatan 
kualitas Pendidikan 
Anak Usia Dini dan 

non formal  

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis 
Tentang 

Peningkatan 
kualitas 

Pendidikan 
Anak Usia Dini 

dan non  
formal  

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

Persetujuan 

Persetujuan 

Mengoordinasi
kan 

Penyusunan,  
Penetapan Dan 

Pembinaan   
Pelaksanaan  

Kurikulum 
Muatan Lokal 

Serta Penilaian 
PAUD & Pendidikan 

Non Formal 

Tidak 

Tidak 

Menyelenggara
kan  Pelayanan  
Penerbitan Izin 

Pendirian, 
Penataan, 

Pembinaan dan 
Penutupan  

Satuan PAUD 
Dan Pendidikan 

Non 
Formal 

 

Menyelenggar
akan  

Pembinaan 
Kelembagaan 

Dan Sarana 
Prasarana 

Pendidikan Anak 
Usia Dini Dan 

Pendidikan Non 
Formal 

 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

Menyelenggar
akan  

Pembinaan 
Minat, Bakat, 
Prestasi, Dan 

Pembangunan 
Karakter 

Peserta Didik 
PAUD Dan 
Pendidikan 
Non Formal 



KT.03.02 : Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar 

Walikota 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

Kepala Dinas 
Pendidikan 

 
 
 
 
 

Bidang 
Pembinaan 

Sekolah 
Dasar 

(SD/MI) 

 
 
 
 
 

OPD 
Lainnya/ 

Stakeholder 

 
 

K/L 

 

 

Memberikan Pedoman
Tentang Peningkatan 
kualitas Pendidikan 

Sekolah Dasar 

Arahan Walikota tentang 
Peningkatan kualitas 

Pendidikan  
Sekolah Dasar 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 
Tentang Peningkatan 
Peningkatan kualitas 

Pendidikan  
Sekolah Dasar 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis Tentang
Peningkatan 

kualitas 
Pendidikan 

Sekolah Dasar 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

 

Persetujuan 

Persetujuan 

Mengoordinasi
kan 

Penyusunan,  
Penetapan Dan 

Pembinaan   
Pelaksanaan  

Kurikulum 
Muatan Lokal 

Serta Penilaian 
Pendidikan Sekolah 

Dasar 

Tidak 

Tidak 

Ya 

Menyelenggara
kan  Pelayanan  
Penerbitan Izin 

Pendirian, 
Penataan, 

Pembinaan  
dan 

Penutupan  
Satuan 

Pendidikan 
Sekolah 
Dasar 

 
Menyelengga-

rakan  
Pembinaan 

Kelembagaan 
Dan Sarana 
Prasarana 
Pendidikan  

Sekolah Dasar 
 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Kebijakn 

Ya 

 
Menyelenggar

akan  
Pembinaan 

Minat, Bakat, 
Prestasi, Dan 

Pembangunan 
Karakter 

Peserta Didik 
Pendidikan 

Sekolah Dasar 



Ya 

KT.03.03 : Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
 

Kepala Dinas  
Pendidikan 

 
 

 
 
 
 
 

Bidang 
Pembinaan  

Sekolah 
Menengah 

Pertama 
(SMP/MTs) 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 
 

 
 

 
 

K/L 
 
 

 

 

Memberikan Pedoman 
Tentang Peningkatan 

kualitas Pendidikan Sekolah 
Menengah Pertama 

Arahan Walikota tentang 
Peningkatan kualitas 
Pendidikan Sekolah 
Menengah Pertama 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 
Tentang Peningkatan 
Peningkatan Kualitas 
Pendidikan Sekolah 
Menengah Pertama 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis Tentang
Peningkatan 

kualitas 
Pendidikan 

Sekolah 
Menengah 
Pertama 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

 

Persetujuan 

Persetujuan 

Mengoordinasi
kan 

Penyusunan,  
Penetapan Dan 

Pembinaan   
Pelaksanaan  

Kurikulum 
Muatan Lokal 

Serta Penilaian 
Pendidikan Sekolah 

Menengah  
Pertama 

Tidak 

Tidak 

Menyelenggara
kan  Pelayanan  
Penerbitan Izin 

Pendirian, 
Penataan, 

Pembinaan dan 
Penutupan  

Satuan 
Pendidikan 

Sekolah 
Menengah 

Pertama 

 
Menyelenggar

akan  
Pembinaan 

Kelembagaan 
Dan Sarana 
Prasarana 

Pendidikan Sekolah 
Menengah 

Pertama 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

Menyelenggar
akan  

Pembinaan 
Minat, Bakat, 
Prestasi, Dan 

Pembangunan 
Karakter 

Peserta Didik 
Pendidikan 

Sekolah 
Menengah 

Pertama 



Ya 

KT.03.04 : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Walikota 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

Kepala Dinas  
Pendidikan 

 
 
 
 
 

 
Bidang  

Pembinaan 
Ketenagaan 

 
 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
 

K/L Terkait 

 

 

Memberikan Pedoman 
Tentang Pembinaan 
Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan  

Arahan Walikota tentang 
Pembinaan Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 
Tentang Pembinaan 
Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis Tentang
Pembinaan 

Pendidik dan 
Tenaga 

Kependidikan 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
Mengoordinasi

kan 
Penyusunan 

Rencana 
Kebutuhan dan 

Penataan 
Pendidik dan 

Tenaga 
Kependidikan    

 

Tidak 

Tidak 

 
Menyelenggara
kan  Pelayanan  
Kepegawaian 

serta 
Pembinaan 

Pendidik dan 
Tenaga 

Kependidikan  
 

 
Menyelenggara

kan  Upaya 
Peningkatan 
Kompetensi 

dan 
Pengembangan  

Pendidik dan 
Tenaga 

Kependidikan 
 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

 
Mengoordinas
ikan Fasilitasi  
Penjaminan 

Mutu  Satuan 
Pendidikan 
dan Fsiitasi 

Kegiatan 
Kesiswaan 



KT.03.05 : Pengembangan Perpustakaan  

 
 

Walikota 

 
 
 
 
 

Kepala DPAD 

 

Bidang 
Pengembangan 

dan 
Dokumentasi 

 
 
 
 
 

Bidang 
Perpustakaan 

 
 
 
 
 

Perpustakaan 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
 

Perpustakaan 
Masyarakat 

 
 

 

 

Kebijakan 
Pengembangan 
Perpustakaan 

Menyiapkan dan 
mengolah data 
Perpustakaan 

 
 
 
 

Suport data 
Perpustakaan  

Melaksanakan Program 
& Kegiatan 

Pengembangan 
Perpustakaan 

Pelayanan 
Perpustakaan 

Rencana Program & 
Kegiatan 

Pengembangan 
Perpustakaan 

Melakukan  
Pembinaan Pelayanan 

Perpustakaan 



Ya 

KT.03.06 : Pengembangan Kepemudaan 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Dinas 
Kepemudaan 
& Olah Raga  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Bidang  
Kepemudan 

 
 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 
 

 
 

 
 

K/L Terkait 
 
 
 

 

 

Memberikan 
Pedoman Tentang  

Pengembangan 
Kepemudaan 

Arahan Walikota 
tentang 

Pengembangan 
Kepemudaan 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 

Tentang 
Pengembangan 

Kepemudaan  

 
 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis Tentang 
Pengembangan 
Kepemudaan 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 

Menyelenggara-
kan  Pembinaan, 

Fasilitasi dan 
Pengembangan 

Organisasi 
Kepemudaan 

Tidak 

Tidak 

 
 

Menyelenggarakan  
Pemberdayaan  

Dan 
Pengembangan 

Pemuda 

 
 
Mengoordinasikan  
 Pengembangan, 

Pemeliharaan dan 
Pembangunan  

Sarana  
Prasarana 

Kepemudaan 
 

Melakukan Evaluasi 
Dan Pelaporan 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 

Hukum/Kebijakan 

Kebijakn 

Ya 



Ya 

KT.03.07 : Peningkatan Pemasyarakatan dan Prestasi Olah Raga 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Dinas 
Kepemudaan 
& Olah Raga  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Bidang  
Olah Raga 

 
 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 
 

 
 

 
 

K/L Terkait 
 
 
 

 

 

Memberikan 
Pedoman Tentang  

Peningkatan 
Pemasyarakatan dan 

Prestasi Olah Raga 

Arahan Walikota 
tentang Peningkatan 
Pemasyarakatan dan 

Prestasi Olah Raga 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 
Tentang Peningkatan 
Pemasyarakatan dan 

Prestasi Olahraga 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 

Mengoordinasikan 
Dan Melakukan 

Pembinaan  
Dalam Rangka 
Peningkatan 

Prestasi Olah Raga 

Tidak 

Tidak 

 
 

Menyelenggarakan  

Upaya 
Pemberdayaan 

Olah Raga 

 
 
Mengoordinasikan  
 Pengembangan, 

Pemeliharaan dan 
Pembangunan  

Sarana  
Prasarana 

Keolahragaan 
 

Melakukan Evaluasi 
Dan Pelaporan 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 

Hukum/Kebijakan 

Kebijakn 

Ya 

 
 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis Tentang 
Peningkatan 

Pemasyarakatan 
dan Prestasi 

Olahraga 



KT.03.08 : Pengelolaan dan Pelestariaan Kebudayaan 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Dinas 
Kebudayaan 
& Pariwisata 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Bidang 
Kebudayaan 

 
 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya 
 

 
 

 
 
 
Kemendikbud 

 
 
 

 

 

Memberikan 
pedoman 

pelestarian 
kebudayaan dan 

pembinaan kesenian 

Kebijakan Walikota 
tentang pelestarian 

kebudayaan dan 
pembinaan kesenian 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 

Bidang Kebudayaan & 
Pariwisata 

 
 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
pelestarian 
kebudayaan 

dan 
pembinaan 

kesenian  

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
pelestarian kebudayaan 

dan pembinaan kesenian 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 

Menyelenggarakan 
perlindungan, 

pengembangan  
dan pemanfaatan 
nilai-nilai budaya, 
tradisi, kesenian,  
dan benda-benda 

bersejarah 
  

Tidak 

Tidak 

Ya 

 
 

Menyelenggarakan 
pengelolaan, 

pengembangan, 
pengawasan, dan 

pengendalian 
penggunaan 

prasarana dan 
sarana kesenian 
milik pemerintah 

Daerah 

 
 

Menyelenggarakan 
pembinaan dan 

pengawasan 
perfilman 

Melakukan  
evaluasi dan 
pelaporan 

pelaksanaan 
kegiatan 

Laporan 
Pengelolaan dan 

Pelestariaan 
Kebudayaan 



Ya 

KT.04.01 : Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala 
Dinas 

Kesehatan 
 

 
 
 
 
 

 
Bidang 

Bina  
Kesehatan  

Masyarakat 
 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 
 

 
 

 
 

Kementerian  
Kesehatan 

 
 

 

 

Memberikan Pedoman 
Tentang Upaya 

Peningkatan Kesehatan 
Masyarakat 

Arahan Walikota tentang 
Upaya Peningkatan 

Kesehatan Masyarakat 
 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 

Tentang Upaya 
Peningkatan Kesehatan 

Masyarakat 

Persetujuan 

 
 

Menyelenggara-
kan  Pembinaan 
dan Peningkatan 

Kualitas   
Pelayanan 

Kesehatan Ibu dan 
Anak 

Tidak 

Tidak 

 
 

Menyelenggara-
kan  Pembinaan 

dan  
Peningkatan 

 Gizi  
Masyarakat 

 

 
 

Menyelenggarakan  
Pembinaan 

Kesehatan Anak 
Sekoah, Remaja 
dan Usia Lanjut 

 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

 
Menyiapkan 

Dokumen 
Perencanaan 

  Dan 
Rancangan 
Kebijakan 

Teknis  
Tentang  
Upaya 

Peningkatan 
Kesehatan 

Masyarakat 
  

Persetujuan 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

 



Ya 

KT.04.02 : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala   
Dinas  

Kesehatan 
 

 

 
 
 
 
 

Bidang 
Pengendalian 

Penyakit  
Dan 

Kesehatan  
Lingkungan 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
 

 
 

Kementerian  
Kesehatan 

 
 

 

 

Memberikan Pedoman 
Tentang Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit 

Arahan Walikota tentang 
Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit 
 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 
Tentang Pencegahan 

dan Pengendalian 
Penyakit 

 
Menyiapkan 

Dokumen 
Perencanaan 

Dan 
Rancangan 
Kebijakan 

Teknis  
Tentang  

Pencegahan 
dan 

Pengendalian 
Penyakit 

  

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

 

Persetujuan 

 
 

Menyelenggara
kan  

Pengendalian 
Penyakut 

Menular dan 
TIdak Menular 

Tidak 

Tidak 

 
 

Menyelenggara
kan  Surveilans 
Penyakit dan 

Imunisasi 
 

 
 

Menyelenggara
kan  Upaya -

Upaya 
Peningkatan 
Kesehatan 
Lingkungan 

 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

Persetujuan 



Ya 

KT.04.03 : Pelayanan Kesehatan  

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Dinas  

Kesehatan 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Bidang 

Pelayanan 
Kesehatan  

 
 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 
 

 
 

 
 

K/L 
Terkait 

 
 

 

 

Memberikan Pedoman 
Tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Kesehatan 
Masyarakat  

Arahan Walikota tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan 

Kesehatan Masyarakat 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 

Tentang 
Penyelenggaraan 

Pelayanan Kesehatan 
Masyarakat 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 

Menyelenggara 
kan Pengawasan 
Terhadap  Obat 
dan Makanan 

Tidak 

Tidak 

 
 

Menyelenggara 
kan Pengawasan 
, Pembinaan dan 

Pengendalian 
Bidang Farmasi. 
Makanan dan 

Minuman   

 
 
 

Menyelengga 
rakan  Promosi 

Kesehatan 
Masyarakat 

 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

 
Menyelengga 

rakan  
Pengawasan , 

Pembinaan dan 
Pengendalian 

Bidang 
Pelayanan 
Kesehatan 

Khusus 

 
Menyiapkan 

Dokumen 
Perencanaan 

  Dan 
Rancangan 
Kebijakan 

Teknis Tentang 
Penyelengga 

raan Pelayanan 
Kesehatan 

Masyarakat  



KT.04.04 : Pelayanan RS 

Direktur 
RSUD 

 
 
 
 
 

Bagian Tata 
Usaha 

 

Bidang 
Perencanaan dan 

Penelitian 
Pengembangan 

 
 
 
 

Bidang 
Pelayanan Medik 

dan 
Keperawatan 

 
 
 
 
 

Bidang 
Pelayanan 
Penunjang  

 
 
 
 

Komite RS 

 
 
 
 

Instalasi 

 
 

Kepala 
Ruangan 

 

 

 
 

Menyusun 
Dokumen 

Perencanaan 

Persetujuan 

Persiapan teknis 
pelayanan 
medik & 

keperawatan 

 
 
 
 

Persiapan 
 Teknis 

Pelayanan 
Rumah Sakit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melaksanakan 
pelayanan  

medik 

 
 
 
 
 

 
Melaksanakan 

pelayanan 
Keperawatan 

 
 

Koordinasi 
pelayanan  
medik dan 

keperawatan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monev 
pelayanan RS 

Dukungan 
fungsi 

Kehumasan 

Laporan 
Penyelenggaraan 

Pelayanan  
Rumah Sakit  Ya Tidak 

Identifikasi 
kebutuhan pelayanan 

Rumah Sakit 



Tidak 

KT.04.05 : Perencanaan dan Pengembangan RS 

 
Direktur 

RSUD 

 
 
 
 
 

 
Bagian Tata 

Usaha 
 

 

Bidang 
Perencanaan 

dan Penelitian 
Pengembangan 

 
 
 
 
 

Bidang 
Pelayanan 
Medik dan 

Keperawatan 

 
 
 

 
 

Bidang 
Pelayanan 
Penunjang 

 

 
 
 
 
 

 
 

Instalasi 
 
 

 
 
 

Komite RS 

 
 

 

Penyusunan usulan 
program, kegiatan, 

kinerja dan 
anggaran tahunan 

Pelayanan 
Penunjang 

 
 

Menyusun 
Dokumen 

Perencanaan & 
Pengembangan 

Persetujuan 

 
 
 
 
 
 
 

Pengembangan 
Sistem 

Informasi 

 
 

Menyusun 
pembangunan, 
pengembangan, 

dan 
pengelolaan 
bank data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melaksanakan 
pengembangan 
tipe rumah sakit 

 
 
 
 

Melaksanakan 
Survei IKM 

 
 
 
 
 

Menyelenggara- 
kan Pendidikan 

Kesehatan 

Laporan 
Perencanan dan 

Pengembangan RS  

 
 
 
 

Menyelenggara- 
kan Penelitian 

Kesehatan 

Ya 

Pengembangan 
Sistem  

Informasi 

 
Suport  
Proses 

 

 
Pengendalian 

 

 
Suport  
Proses 

 



KT.04.06 : Pelayanan Medik dan Keperawatan RS 

 
Direktur RSUD 

 

 
 
 
 
 

 
Bagian Tata 

Usaha 
 

 

Bidang 
Perencanaan dan 

Penelitian 
Pengembangan 

 
 
 
 
 

Bidang 
Pelayanan Medik 

dan 
Keperawatan 

 
 
 
 
 

Bidang 
Pelayanan 
Penunjang  

 
 
 
 

Komite RS 
 
 
 

Instalasi 
 
 

Kepala Ruangan 
 

 

Identifikasi 
kebutuhan 

pelayanan medik 
dan keperawatan 

 
 

Menyusun 
Dokumen 

Perencanaan 

Persetujuan 

Persiapan teknis 
pelayanan 
medik & 

keperawatan 

Persiapan 
 teknis 

pelayanan 
medik & 

keperawatan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melaksanakan 
pelayanan  

medik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monev 
pelayanan 
medik dan 

keperawatan 

Dukungan 
fungsi 

Kehumasan 

Laporan 
Penyelenggaraan 

Pelayanan Medik & 
Keperawatan  Ya Tidak 

 
 

Koordinasi 
pelayanan  
medik dan 

keperawatan 

 
 
 
 
 

 
Melaksanakan 

pelayanan 
Keperawatan 



Ya 

KT.04.07 : Pegembangan Sumber Daya Kesehatan  

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala   
Dinas  

Kesehatan 
 

 

 
 
 
 
 

 
Bidang 

Pengembangan  
Sumber Daya 

 
 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
 

 
 

Kementerian  
Kesehatan 

 
 

 

 

Memberikan Pedoman 
Tentang Pengembangan 
Sumber Daya Kesehatan 

Arahan Walikota 
 tentang  

Pengembangan Sumber 
Daya Kesehatan 

 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 

Tentang 
Pengembangan Sumber 

Daya Kesehatan 

 
 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis Tentang 
Pengembangan 
Sumber Daya 

Kesehatan 
  

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 

Menyelenggar
akan  

Sertifikasi 
Sumber Daya 
Manusia Dan 

Sarana 
Kesehatan 

Tidak 

Tidak 

 
Menyelengg

arakan  
Perencanaan 
Kebutuhan 

Dan 
Pengadaan 
Perbekalan 

Kesehatan Dinas 

 
Menyelenggara

kan  
Pengelolaan 

Program 
Pembiayaan 
Dan Jaminan 

Kesehatan 
 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 



Ya 

KT.05.01 : Perlindungan dan Jaminan Sosial 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
 

Kepala Dinas  
Sosial  

 
 

 
 
 
 
 

Bidang 
Perlindungan  

Dan  
Jaminan 

Sosial 
 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
 

 
 

K/L Terkait 
 
 

 

 

Memberikan 
Pedoman Tentang 
Perlindungan dan 

Jaminan Sosial 

Arahan Walikota 
tentang 

Perlindungan dan 
Jaminan Sosial 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 

Tentang Perlindungan 
dan Jaminan Sosial 

 
 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis Tentang
Perlindungan 
dan Jaminan 

Sosial  

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 

Menyelenggarakan  
Pelayanan  

Perlindungan Sosial 

Tidak 

Tidak 

 
 

Menyelenggarakan 
Pelayanan  

Jaminan Sosial 
  

 
 

Menyelenggarakan  
Pemantauan, 

Pengawasan dan 
Pembinaan  

Terhadap Panti-  
Panti Sosial 

 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 



Ya 

KT.05.02 : Rehabilitasi Sosial 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Dinas  

Sosial  
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Bidang 

Rehabilitasi  
Sosial 

 
 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
 

 
 

K/L Terkait 
 
 
 

 

 

Memberikan 
Pedoman Tentang 
Rehabilitas Sosial 

Arahan Walikota 
Tentang  

Rehabilitasi  
Sosial 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 
Tentang Rehabilitasi  

Sosial 

 
 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis  
Tentang 

Rehabilitasi 
Sosial  

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 

Menggoordinasikan 
Pengaturan dan 

Standarisasi 
Rehabilitasi  

Sosial 

Tidak 

Tidak 

 
 

Menggoordinasikan, 
Pelaksanaan 

Pembinaan  dan 
Pengembangan 

Rehabilitasi  
Sosial 

  

 
 
Mengoordinasikan 
pelaksaan evaluasi 
dan pengawasan 

terhadap  
Rehabilitasi Sosial 

 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 



Ya 

KT.05.03 : Pemberdayaan Sosial 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Dinas  

Sosial  
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Bidang 

Rehabilitasi  
Sosial 

 
 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
 

 
 

K/L Terkait 
 
 
 

 

 

Memberikan 
Pedoman Tentang 

Pemberdayaan 
Sosial 

Arahan Walikota 
Tentang  

Pemberdayaan 
Sosial 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 

Tentang 
Pemberdayaan Sosial 

Mengajukan Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 

Memfasilitasi 
Pelaksanaan 

Pemberdayaan 
Potensi  

Dan Sumber 
Kesejahteraan  

Sosial 

Tidak 

Tidak 

 
 

Memfassilitasi 
Pelaksanaan 

Pemberdayaan 
Keluarga  

Dan  
Fakir Miskin 

 
 

Memfasilitasi 
Pelaksanaan 
Penyuluhan 

Kesos 
Dan Pengelolaan 

Sumber Dana 
Bantuan Sosial 

 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

 
 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis  
Tentang 

Pemberdayaan 
Sosial 



Ya 

KT.05.04 : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Masyarakat 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Bagian 
Kesejahteran 

Rakyat & 
Kemasyarakatan  

 

 
 
 
 
 

 
 

Sub Bagian 
Kesejahteraan 

Rakyat dan 
Pemberdayaan 

 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya 
 

 
 

 
K/L 

 

 

 

Arahan Walikota 
tentang  

Pemberdayaan 
Kesejahteraan Masyarkat 

 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan Penyiapan 
Bahan Kebijakan Terkait 

Kesejahteraan 
Masyarakat  

 
 

Menyiapkan 
Rumusan 
Kebijakan 

Terkait 
Kesejahteraan 

Masyarakat   

Persetujuan 

 
 

Menyelenggara-
kanPembinaan 

Pelaksanaan 
Kegiatan Pemba 

Terkait 
Kesejahteraan 

Masyarakat  

Tidak 

Tidak 

 
 

Menyelenggara-
kan Koordinasi 

Penyelenggaran 
Pemerinthan di 

Bidang 
Kesejahteraan 

Masyarakat 
  

 
 
 

Mengendalikan 
Penyelenggaran 
Pemerinthan di 

Bidang 
Kesejahteraan 

Masyarakat 
  

 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

Persetujuan 

Mengajukan   
Rumusan Kebijakan 

Terkait  
Kesejahteraan 
 Masyarakat   

Memberikan Pedoman 
Pembinaan, Pengendalian 

dan Koordinasi 
Pemberdayaan 

Kesejahteraan Masyarkat 



Ya 

KT. 05.05 : Pemberdayaan Perempuan 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Dinas  
PPAPP & KB 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Bidang 

Pemberdayaan 
Perempuan 

 
 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
 

K/L Terkait 

 

 

Memberikan 
Pedoman Tentang 

Pemberdayaan 
Perempuan 

Arahan Walikota 
tentang 

Pemberdayaan 
Perempuan 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 

Tentang 
Pemberdayaan 

Perempuan 

Persetujuan 

 
 

Menyelenggarakan  
Pembinaan & 

Penguatan 
Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan 

Gender 

Tidak 

Tidak 

 
 

Menyelenggarakan  
Pemberdayaan 

Perempuan 
  

 
 
Menyelenggarakan  

Pembinaan 
Peningkatan  

Kualitas Hidup 
 dan Kesejahteraan 

Perempuan  
 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

Mengajukan Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

Persetujuan 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan  

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis Tentang 
Pemberdayaan 

Perempuan 



Ya 

KT. 05.06 : Perlindungan Perempuan dan Anak 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
 

Kepala Dinas  
PPAPP & KB 

 
 

 
 
 
 
 

 
Bidang 

Pelindungan 
Perempuan 

& Anak 
 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
 

K/L Terkait 

 

 

Memberikan 
Pedoman Tentang 

Perlindungan 
Perempuan & Anak 

Arahan Walikota 
tentang 

Perlindungan 
Perempuan & Anak 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 

Tentang Perlindungan 
Perempuan & Anak 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis  
Tentang 

Perlindungan 
Perempuan & 

Anak 

Persetujuan 

 
 

Memfasilitasi 
Penguatan 

Kelembagaan dan 
Pengembangan 

Mekanisme 
Perlindungan 
Perempuan & 

Anak 

Tidak 

Tidak 

 
 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  
Perlindungan 

Perempuan & Anak 
  

 
 
Menyelenggarakan  

Pelayanan 
Komunikasi  
Informasi  

dan Edukasi 
Perlindungan 
Perempuan  

dan Anak 
 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan  

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

Persetujuan 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 



Ya 

KT. 05.07 : Pengendalian Penduduk 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
 

Kepala Dinas  
PPAPP & KB 

 
 

 
 
 
 
 

Bidang 
Pengendalian  

Penduduk 
Penyuluhan 

Dan  
Penggerakan 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
 

K/L Terkait 

 

 

Memberikan 
Pedoman Tentang 

Pengendalian 
Penduduk 

Arahan Walikota 
tentang 

Pengendalian 
Penduduk 

Disposisi 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis  
Tentang 

Pengendalian 
Penduduk 

Persetujuan 

 
 

Menyelengg
arakan 

Pengelolaan 
Pengendalian 

Penduduk Dan  
Informasi 
Keluarga 

Tidak 

Tidak 

 

 
Melaksanakan 
Pengelolaan 
Data Mikro 

Kependudukan 
Dan Keluarga 

Berencana  
 

 
 

Melakukan 
Fasilitasi, 
Advokasi, 

Pembinaan 
Dan  

Penggerakan  
Keluarga  

Berencana 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

 
 

Melakukan 
Fasilitasi, 

Pembinaan, 
Advokasi & 

Penyelenggaraan 
Kegiatan 

Peningkatan 
Kesejahteraan 

Keluarga 

Persetujuan 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 

Tentang Pengendalian 
Penduduk 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 



Ya 

KT. 05.08 : Peningkatan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
 

Kepala Dinas  
PPAPP & KB 

 
 

 
 
 
 
 

Bidang 
Keluarga 

Berencana, 
Ketahanan & 

Kesejahteraan  
Keluarga 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
 

K/L Terkait 

 

 

Memberikan Pedoman 
Tentang Peningkatan 

Keluarga Berencana dan 
Kesejahteraan Keluarga 

Arahan Walikota tentang 
Peningkatan Keluarga 

Berencana dan 
Kesejahteraan Keluarga 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 
Tentang Peningkatan 
Keluarga Berencana 
dan Kesejahteraan 

Keluarga 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis  
Tentang 

Peningkatan 
Keluarga 

Berencana dan 
Kesejahteraan 

Keluarga 

Persetujuan 

 
 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan 

Program  
Keluarga Berencana

Tidak 

Tidak 

 
Melaksanakan 

Pembinaan 
Pelayanan 
Keluarga 

Berencana, 
Ketahanan 

Dan 
Kesejahteraan 

Keluarga 
 

 
 
 

Melaksanakan  
Penjaminan 

Ketersediaan 
Alat 

Kontrasepsi 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

Melaksanakan 
Advokasi, 

Komuniseksi
, Informasi, 
Eduseksi, 

Dan Konseling Di 
Bidang Keluarga 
Berencana Dan 

Kesehatan 
Reproduksi 

Persetujuan 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 



Ya 

KT.06.01 : Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
 

Kepala Dinas  
Ketenagakerjaan 

 
 

 
 
 
 
 

 
Bidang  

Penempatan 
Tenaga Kerja dan 

Perluasan 
Kesempatan Kerja 

 

 
 
 
 
 

 
 

Stakeholder 
 

 

 
 

 
 

K/L Terkait 
 
 

 

 

Arahan Walikota 
tentang 

Ketenagakerjaan 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 

Ketenagakerjaan 

 
Menyiapkan 

Dokumen 
Perencanaan 

  Dan 
Rancangan 
Kebijakan 

Teknis Terkait 
Penempatan 
Tenaga Kerja 

dan Perluasan 
Kesempatan 

Kerja    

Persetujuan 

Tidak 

Tidak 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

Memberikan Pedoman 
tentang 

Ketenagakerjaan 

Persetujuan 

 
 
 

Menyelenggara-
kan Koordinasi  
& Pembinaan 
Penempatan  
Tenaga Kerja 

 

 
 
 
 

Menyelenggara-
kan Koordinasi 
Perlindungan 
Tenaga Kerja  

 
 

Menyelenggara-
kan Koordinasi    

Perluasan  
Kesempatan  

Kerja 



Ya 

KT.06.02 : Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
 

Kepala Dinas  
Ketenagakerjaan 

 
 

 
 
 
 
 

 
Bidang  

Hubungan 
Industrial & 

Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja Kerja 

 

 
 
 
 
 

 
 

Stakeholder 
 

 

 
 

 
 

K/L Terkait 
 
 

 

 

Arahan Walikota 
tentang 

Ketenagakerjaan 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 

Ketenagakerjaan 
Menyiapkan 

Dokumen 
Perencanaan 

  Dan 
Rancangan 
Kebijakan 

Teknis Terkait 
Hubungan 

Industrial & 
Jaminan   

Sosial Tenaga 
Kerja    

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

Persetujuan 

Persetujuan 

Tidak 

Tidak 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

Menyelenggara-
kan Koordinasi  
& Pembinaan 
Persyaratan 

Kerja & 
Peraturan 

Perusahaan 
 

Menyelenggara-
kan Koordinasi 

Pengupahan dan 
Jaminan 

SosialTenaga 
Kerja  

 
 

Menyelenggara-
kan Koordinasi    
Penyelesaian 
Perselisihan 

Ketenagakerjaan 

Memberikan Pedoman 
tentang 

Ketenagakerjaan 



Ya 

KT.06.03 : Pelatihan Kerja dan Peningktan Produktivitas 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Dinas  

Ketenagakerjaan 
 
 

 

 
 
 
 
 

Bidang 
Pelatihan Kerja 

dan Peningkatan 
Produktivitas 

 
 
 
 
 

 
 

Stakeholder 
 

 

 
 

 
 

K/L Terkait 
 
 

 

 

Arahan Walikota 
tentang 

Ketenagakerjaan 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 

Ketenagakerjaan 

 
Menyiapkan 

Dokumen 
Perencanaan 

  Dan 
Rancangan 
Kebijakan 

Teknis Terkait 
Pelatihan dan 
Peningkatan 
Produktivitas  

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

Persetujuan 

Persetujuan 

Tidak 

Tidak 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

Memberikan Pedoman 
tentang 

Ketenagakerjaan 

 
 
 

Menyelenggara-
kan Koordinasi  
& Pembinaan 

Lembaga 
Pelatihan Kerja 

 

 
 
 
 

Menyelenggara-
kan Koordinasi 
dan Pelayanan 
Pelatihan Kerja  

 
 

Menyelenggara-
kan Koordinasi    
Dan Pelayanan 

Sertifikasi 
Kompetensi & 
Produktiviitas 



Ya 

KT.07.01 : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Dinas  

Kependudukan & 
Pencatatan  

Sipil 
 

 
 
 
 
 

Bidang 
Pengelolaan 

Informasi 
Adm. 

Kependudukan 
& Pemanfaatan 

Data 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
 

 
 

K/L 
 
 

 

 

Memberikan Pedoman 
Tentang  

Pengelolaan Informasi 
Administrasi Kependudukan 

dan Pemanfaatan Data 

Arahan Walikota tentang 
Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan 
dan Pemanfaatan Data 

 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 
Tentang Pengelolaan 
Informasi Administrasi 

Kependudukan dan 
Pemanfaatan Data 

Persetujuan 

Persetujuan 

Tidak 

Tidak 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis Tentang 
Pengelolaan 

Informasi 
Administrasi 

Kependudukan 
dan 

Pemanfaatan 
Data  

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

 
 

Menyelenggarak
an  Pengelolaan 
Sistem Informasi 

Administrasi 
Kependudukan 

Dan 
Jaringan 

 Komunikasi Data 

 
 

Menyelenggarakan  
Pengolahan Dan  
Penyajian Data 
Kependudukan 

 
 

Menyelenggarak
an  Pelaksanaan  

Kerja Sama 
Administrasi 

Kependudukan, 
Pemanfaatan Data 

Dan Dokumen 
Kependudukan 



Ya 

KT.07.02 : Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Dinas  

Kependudukan 
& Pencatatan  

Sipil 
 

 
 
 
 
 

 
Bidang  

Pelayanan  
Pendaftaran  

Penduduk 
 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
 

 
 

K/L 
 
 
 

 

 

Memberikan Pedoman 
Tentang 

Pelayanan Pendaftaran 
Penduduk 

Arahan Walikota 
tentang Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk 

 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  

Urusan Tentang 
Pelayanan 

Pendaftaran 
Penduduk 

 
Menyiapkan 

Dokumen 
Perencanaan 

  Dan 
Rancangan 
Kebijakan 

Teknis 
Tentang 

Pelayanan 
Pendaftaran 
Penduduk 

 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
Menyelenggara
kan  Pembinaan 
Dan Koordinasi 

Pelaksanaan 
Pelayanan 

Pendaftaran 
Penduduk 

Tidak 

Tidak 

 
 

Menyelenggarakan  
Pelaksanaan 
Pelayanan  

Pendaftaran 
Penduduk dan 

Pendokumentasian 
Hasil Pendaftaran 

 
 

Menyelenggar
akan  

Pelaksanaan  
Penerbitan 
Dokumen 

Pendaftaran 
Penduduk 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 



Ya 

KT.07.03 : Pelayanan Dan Pencatatan Sipil  

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Dinas  

Kependudukan & 
Pencatatan  

Sipil 
 

 
 
 
 
 

 
Bidang  

Pelayanan  
& Pencatatan  

Sipil 
 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
 

 
 

K/L 
 
 
 

 

 

Memberikan 
Pedoman Tentang 

Pelayanan 
Pencatatan Sipil 

Arahan Walikota 
tentang Pelayanan 

Pencatatan Sipil 

 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  

Urusan Tentang 
Pelayanan 

Pencatatan Sipil 

 
Menyiapkan 

Dokumen 
Perencanaan 

  Dan 
Rancangan 
Kebijakan 

Teknis 
Tentang 

Pelayanan 
Pencatatan 

Sipil 

 

Persetujuan 

Persetujuan 

Menyelengga
rakan  

Pemeriksaan 
Dan 

Penelitian 
Terhadap 

Berkasberkas 
Pencatatan 

Laporan 
Peristiwa 
Penting 

Tidak 

Tidak 

 
 

Menyelenggara
kan  

Pelaksanaan 
pencatatan 
peristiwa 
penting 

 
Menyeleng

garakan  
penerbitan 
dokumen 

kependudu
kan di 
bidang 

pencatatan 
sipil 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

 
Menyelengga

rakan  
pemeliharaa
n dokumen 

kependuduka
n di bidang 

pencatatan sipil 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 



Ya 

KT.07.04 : Pelayanan dan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
 

Camat 
 

 

 
 
 
 
 

Seksi  

 
 
 
 
 

 

OPD  
Lainnya 

 

 
 

 
Kelurahan 

 

 

 
Kementerian 

Dalam Negeri/ 
Kementerian PAN 

RB 
 

 

 

Arahan Walikota tentang 
Penyelenggaraan 

Pelayanan dan 
Pembinaan  Kecamatan  

& Kelurahan 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan Pelayanan 

dan Pembinaan di 
Kecamatan & Kelurahan  

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 
 
 
 
 

Menyelenggara- 
kan Urusan 

 Pemerintahan  
Umum 

Tidak 

Tidak 

 
 
 
 
 
 

Menyelenggara-
kan Kegiatan 

Pemberdayaan 
Masyarakat 

 
 
 
 
 
 

Menyelenggara-
kan Pelayanan 

Masyarakat 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

Membina Dan 
Mengawasi 

Penyelenggara-
an Kegiatan 
Kelurahan 

Penyelenggara- 
an Kegiatan 
Kelurahan  

Mengajukan  Dokumen 
 Rencana Kegiatan dan 

Konsep Kebijakan  
di Tingkat Kecamatan 

Menyusun  
Rencana 

Kegiatan dan 
Konsep 

Kebijakan di 
Tingkat 

Kecamatan  

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Memberikan Kebijakan dan 
Pedoman Penyelenggaraan 
Pelayanan dan Pembinaan  

Kecamatan & Kelurahan 



KT.08.01 : Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 

 
 

Walikota 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

Kepala  
BPBD 

 
 
 
 
 

Bidang 
Pencegahan & 
Kesiapsiagaan 

 
 
 
 
 

 
 

OPD Terkait/ 
Stakeholder 

 
 

 
 

 
BPBD PROV. 

BANTEN 
 

 

 
BNPB 

 

 

 

Kebijakan Walikota 
terkait Pencegahan 

& Kesiapsiagaan 
Bencana 

Menyusun  
Petunjuk Teknis 

Pencegahan 
Bencana 

Pelaporan 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan Urusan 

Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan Bencana 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Disposisi 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
 Dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis 
Tentang 

Pencegahan      
dan 

Kesiapsiagaan 
Bencana  

Mengajukan Dokumen 
Perencanaan 

 Dan Rancangan 
Kebijakan 

Persetujuan 

Persetujuan 

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Tidak 

Tidak 

Ya 

Ya 

Kebijakan 
Pencegahan 

Bencana 

 
 

Meyelenggara
-kan 

Pemetaan 
Rawan 

Bencana 

 
Meyelenggara

-kan 
Peningkatan 

Kesiapsiagaan 
Masy & Dunia 

Usaha 
Menghadapi 

Bencana 

 
Meyelenggara
-kan Simulasi 
dan Pelatihan 
Menghadapi 

Bencana 

 
Meyelenggara

-kan 
Pelayanan 

Pemeriksa-an 
Alat ProteksI 
Kebakaran 

 
Meyelenggara

-kan 
Sosialisasi 
Program 

Pencegah-an 
& Kesiapsia-

gaan Bencana 
 



Ya 

KT.08.02 : Penanganan Kedaruratan dan Logistik Bencana  

 
 

Walikota 

 
 
 
 
 

 
Sekretariat  

Daerah 
 

 

Kepala  
BPBD 

 
 
 
 
 

Bidang 
Kedaruratan 

& Logistik 

 
 
 
 
 

Stakeholder 

 
 
 
 

UPT  
Pemadam 

Kebakaran & 
Penyelamatan 

Korban 

 

BNPB/ 
Kementerian 
Dalam Negeri 

 
 

 

Kebijakan 
Walikota tentang 

Penanganan 
Kedaruratan & 

Logistik 

Mengoordinasikan  
Penanganan 

Kedaruratan & 
Logistik 

Menyusun 
Rancangan 
Kebijakan 

Teknis 
Penanganan 
Kedaruratan 

& Logistik  

Mengajukan Rancangan 
Kebijakan Teknis 

Penanganan 
Kedaruratan & Logistik 

  

Persetujuan 

Persetujuan 

 
Pelaporan 

 

Tidak 

Tidak Ya 

Disposisi Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Pelaksanaan 
Penanggula

ngan 
Bencana 

Pada Saat 
Tanggap 
Darurat 

Pelaksanaan 
Hubungan 

Kerja Bidang 
Penanggula

ngan 
Bencana ada 

Saat 
Tanggap 
Darurat, 

Penanganan 
Pengungsi 

Dan 
Dukungan 

Logistik 

Penanganan 
Kedaruratan dan 
Logistik Bencana 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

Pemadaman 
Kebakaran 

Dan 
Penyelamatan 

Korban 



Ya 

KT.08.03 : Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana 

 
 

Walikota 

 
 
 
 
 

 
Sekretariat  

Daerah 
 

 

Kepala  
BPBD 

 
 
 
 
 

Bidang 
Rehabiltasi & 
Rekonstruksi 

 
 
 
 
 

OPD Lain/ 
Stakeholder 

 
 
 
 
 

UPT  
Pemadam 

Kebakaran & 
Penyelamatan 

Korban 

 

BNPB/ 
Kementerian 
Dalam Negeri 

 
 

 

Penanganan 
Kedaruratan dan 
Logistik Bencana 

Kebijakan 
Walikota tentang 

Rehabilitasi & 
Rekonstruksi 

Pasca Bencana 

Mengoordinasikan  
Penanganan 

Rehabilitasi & 
Rekonstruksi Pasca 

Bencana 

 
Menyusun 
Rancangan 
Kebijakan 

Teknis 
Rehabilitasi & 
Rekonstruksi 

Pasca 
Bencana 

Mengajukan Rancangan 
Kebijakan Teknis 

Rehabilitasi & Rekonstruksi 
Pasca Bencana 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelaksanaan 
Penanggula

ngan 
Bencana 

Pada Pasca 
bencana 

 

 

Pelaporan 
 

Tidak 

Tidak Ya 

Disposisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelaksanaan 
Investigasi 
kejadian 

kebakaran 
dan 

penanganan 
bahan 

berbahaya 
dan beracun 
kebakaran 

 

 
 

Pelaksanaan 
Hubungan 

Kerja Di 
Bidang 

Penanggula
ngan 

Bencana 
Pada Pasca 

bencana 

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 



Ya 

KT.08.04 : Peningkatan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana 

Walikota 

 
 
 
 
 

 
Sekretariat 

Daerah 
 

 

Kepala 
BPBD 

 
 
 
 
 

Bidang Sarana 
dan Prasarana 

 
 
 
 
 

OPD Lain/ 
Stakeholder 

 
 
 
 
 

UPT 
Pemadam 

Kebakaran & 
Penyelamatan 

Korban 

 

BNPB/ 
Kementerian 
Dalam Negeri 

 

 

Peningkatan Sarpras 
Penanggulangan 

Bencana 

Kebijakan Walikota 
tentang Peningkatan 

Sarpras 
Penanggulangan 

Bencana 

Mengoordinasikan  
Peningkatan Sarpras 

Penanggulangan 
Bencana 

 
Menyusun 
Rancangan 

Kebijakan Teknis 
Peningkatan 

Sarpras 
Penanggulangan 

Bencana 

Mengajukan Rancangan 
Kebijakan Teknis  

Peningkatan Sarpras 
Penanggulangan Bencana 

Persetujuan 

 
 
 
 

Melaksanakan 
Pemeliharaan 

Dan 
Pengadaan 

Sarana 
Prasarana 
Bencana 

 
 

Pelaporan 
 

Tidak 

Tidak Ya 

Disposisi 

 
 
 

Mengoordin
asikan dan 
melaksana-

kan 
peningkatan 

Sarana 
Prasarana 
Bencana 

 
 
 

Melaksanakan 
Hubungan 

Kerja Di Bidang 
Sarana dan 
Prasarana 
Bencana 

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Persetujuan 



Ya 

KT.09.01 : Pembangunan Gedung/Bangunan, Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pemerintah dan Masyarakat 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Dinas  
Perumahan, 

Permukiman, 
Pertanahan 

 

 
 
 
 
 

 
 

Bidang 
Bangunan  

 
 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
 

 
 

K/L Terkait 
 
 
 

 

 

Memberikan 
Pedoman Tentang 

Konstruksi dan 
Bangunan Gedung  

Arahan Walikota 
Tentang Konstruksi 

dan Bangunan 
Gedung 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 
Tentang Konstruksi 

dan Bangunan Gedung 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis 
Tentang 

Konstruksi 
dan 

Bangunan 
Gedung 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

Persetujuan 

 
 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan 
Perencanaan 

Teknis Bangunan 
Gedung  

Pemerinah  

Tidak 

Tidak 

 
 

Mengoordinasikan 
Pembangunan 

Gedung  
Pemerinah  

 

 
 

Mengoordinasikan 
Pemelihaaraan 

Bangunan   
 
 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

Persetujuan 



Ya 

KT.09.02 : Administrasi Pertanahan  

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

Kepala Dinas  
Perumahan, 
Permukiman 

dan 
Pertanahan 

 

 
 
 
 
 

 
Bidang 

Pengawasan, 
Peayanan 

Bangunan & 
Pertanahan  

 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
 

 
 

K/L Terkait 
 
 
 

 

 

Arahan Walikota tentang 
Pengelolaan 

Administrasi Pertanahan 
Oleh Daerah 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 

Pengawasan, 
Pelayanan Bangunan, 

& Pertanahan  

 
 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis 
Administrasi 
Pertanahan  

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  Kebijakan 
Teknis Administrasi 

Pertanahan 
 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
Menyelenggara-
kan Koordinasi 
Verifikasi dan 

Pemetaan 
Permasalahan  

Pertanahan 
Daerah dan 

Rencana 
Penanganannya 

Tidak 

Tidak 

 
 
 
 

Koordinasi 
dan Fasilitasi 
Pengadaan 

Tanah  

 
 
 

Pengelolaan 
Data dan 
Informasi 

Pertanahan  

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

Memberikan Pedoman 
Pengelolaan Administrassi 

Pertanahan  



Ya 

KT.09.03 : Penataan, Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Dinas  
Perumahan, 

Permukiman, 
Pertanahan 

 

 
 
 
 
 

Bidang 
Pengawasan, 

Pelayanan 
Bangunan,  
Pertanahan 

 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
 

 
 

K/L Terkait 
 

 
 

 

 

Memberikan Pedoman Tentang
Penataan, Penguasaan, 

Pemilikan Penggunaan dan 
Pemanfaatan Tanah 

Arahan Walikota Tentang 
Penataan, Penguasaan, 

Pemilikan Penggunaan dan 
Pemanfaatan Tanah 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 
Tentang Penataan, 

Penguasaan, Pemilikan 
Penggunaan dan 

Pemanfaatan Tanah 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis Tentang 
Penataan, 

Penguasaan, 
Pemilikan 

Penggunaan 
dan 

Pemanfaatan 
Tanah 

Persetujuan 

 
 

Melakukan 
verifikasi dan 

Pemetaan Potensi 
Sengketa 

Pertanahan  

Tidak 

Tidak 

 
 

Mengoordinasikan 
Rencana 

Pengadaan Tanah 
Pemerintah/ 
Kepentingan 

Umum 
 

 
 

Mengoordinasikan 
Pembinaan dan 

Administrasi 
Pertanahan    

 
 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

Persetujuan 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 



Ya 

KT.10.01 : Perencanaan Teknis Jalan, Jembatan, Sumberd Daya Air dan Drainase 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

Kepala Dinas  
Pekerjaan 

Umum 
Dan  

Penataan 
Ruang 

 
 
 
 
 

 
 

Bidang 
Perencanaan  

Teknis 
 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
 

 
 

K/L 
 
 

 

 

Memberikan 
Pedoman Tentang  

Kebinamargaan, Tata 
Air & Tata Ruang 

Arahan Walikota 
tentang 

Kebinamargaan, Tata 
Air & Tata Ruang 

Disposisi 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

Persetujuan 

Persetujuan 

Tidak 

Tidak 

 
 

Mengoordinasikan 
dan 

Menyelenggarakan 
Penyusunan  

Rencana Teknis  
Sumber Daya Air 

dan Drainase 
  

 
 

Penyediaan 
Data Leger 
Jalan Dan 

Jembatan Serta 
Sumber Daya Air 

Dan Drainase 
 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Ya 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 

Tentang 
Kebinamargaan, Tata 

Air & Tata Ruang 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan Rancangan 
Kebijakan Teknis 

Tentang  
Kebinamargaan, 
Tata Air & Tata 

Ruang  

 
 

Mengoordinasikan 
dan 

Menyelenggarakan  
Penyusunan  

Rencana Teknis  
Jalan dan 
 Jembatan 

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 



Ya 

KT.10.02 : Operasional dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air dan Drainase 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

Kepala Dinas  
Pekerjaan 

Umum 
Dan  

Penataan 
Ruang 

 
 
 
 
 

 
Bidang 
Operasi 

Dan  
Pemeliharaan 

 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
 

 
 

K/L 
 
 

 

 

Memberikan 
Pedoman Tentang  

Kebinamargaan, Tata 
Air & Tata Ruang 

Arahan Walikota 
tentang 

Kebinamargaan, Tata 
Air & Tata Ruang 

Disposisi 

Persetujuan 

 
Mengoordinasikan 

Dan 
Menyelenggarakan  

Pemeliharaan 
Bidang Jalan Dan 

Jembatan 

Tidak 

Tidak 

 
Mengoordinas

ikan Dan 
Menyelenggar
akan  Operasi 

Dan 
Pemeliharaan 

Bidang 
Sumber Daya Air 

 
Mengoordinasikan 

Dan 
Menyelenggarakan  

Operasi Dan 
Pemeliharaan 

Bidang 
Drainase 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 

Tentang Kebinamargaan, 
Tata Air & Tata Ruang 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis 
Tentang  

Kebinamargaan, 
Tata Air & Tata 

Ruang  

Persetujuan 



Ya 

KT.10.03 : Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan  

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

Kepala Dinas  
Pekerjaan 

Umum 
Dan  

Penataan 
Ruang 

 
 
 
 
 

 
Bidang 

Bina 
Marga 

 
 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 
 

 
 

 
 

K/L 
 
 

 

 

Memberikan 
Pedoman Tentang  

Kebinamargaan 

Arahan Walikota 
tentang 

Kebinamargaan 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  

Urusan Tentang 
Kebinamargaan 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

Persetujuan 

Persetujuan 

Mengoordinasikan 
Dan 

Menyelenggarakan  
Pelaksanaan 

Pembangunan, 
Peningkatan, 

Pemeliharaan Dan 
Perbaikan Jalan 

Kota Dan 
Jembatan 

Tidak 

Tidak 

 
Mengoordinas

ikan Dan 
Menyelenggar

akan  
Pelaksanaan 

Pembangunan 
Pemeliharaan, 
Perbaikan Dan 
Peningkatan 

Jalan 

 
Mengoordinasikan 

Dan 
Menyelenggarakan

Pelaksanaan 
Pembangunan 

Dan Peningkatan 
Jembatan Serta  
Pemeliharaan 

Jembatan 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis Tentang  
Kebinamargaan 



Ya 

KT.10.04 : Pengembangan Sistem Transportasi 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
 

Kepala Dinas 
Perhubungan 

  
 

 
 
 
 
 

 
Bidang 

Pengembangan 
Sistem 

Transportasi 
 

 
 
 
 
 

 
 

OPD Lain/ 
Stakeholder 

 
 

 
 

 
 

K/L Terkait 
 
 

 

 

Arahan Walikota 
tentang 

Penyelenggaraan 
Perhubungan di Daerah  

Disposisi Persetujuan 

Persetujuan 

 
 

Menyelengg
arakan 

Penyusunan 
Dan 

Pengemban
gan Sistem 

Transportasi Di 
Daerah 

Tidak 

Tidak 

 
Menyeleng

garakan 
Perencana
an Teknis 

Pengemba
ngan 

Prasarana 
Dan Sarana 
Transportasi 

 
Menyelenggarakan 

Perencanaan 
Teknis 

Pengembangan 
Penerangan  
Jalan Umum 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Pelaporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

 
 

Melakukan 
analisis dan 

Evaluasi 
Kinerja 

Transportasi 
Daerah 

Memberikan 
Pedoman di Bidang 

Perhubungan 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 

Perhubungan di 
Daerah  

 
 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis 
 Terkait  

Pengembang
an Sistem 

Transportasi 

Mengajukan Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 



Ya 

KT.10.05 : Pengelolaan Angkutan 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
 

Kepala Dinas 
Perhubungan 

  
 

 
 
 
 
 

 
 

Bidang 
Angkutan 

 
 

 
 
 
 
 

 
OPD Lain/ 

Stakeholder 
 

 
 

K/L Terkait 

 

 

 

Arahan Walikota 
tentang 

Penyelenggaraan 
Perhubungan di Daerah  

Disposisi 

Persetujuan 

Tidak 

Tidak 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

Memberikan 
Pedoman di Bidang 

Perhubungan 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 

Perhubungan di 
Daerah  

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis 
 Terkait  

Angkutan 

Mengajukan Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

Persetujuan 

 
Melakukan 
Pembinaan, 
Pengawasan 

dan 
Pengendalian 

Angkutan 
Orang & 
Barang 

 
 

Menyelengga
rakan 

Pelayanan & 
Perijinan  
Angkutan 
Umum & 
Angkutan 

Barang  

 
 
 

Koordinasi 
Pembanguna

n dan 
Pengadaan 

Sarpras 
Pendukung 
Angkutan   



Ya 

KT.10.06 : Pengelolaan Lalu Lintas 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
 

Kepala Dinas 
Perhubungan 

  
 

 
 
 
 
 

 
 

Bidang  
Lalu Lintas 

 
 

 
 
 
 
 

 
OPD Lain/ 

Stakeholder 
 

 
 

 
 

K/L Terkait 
 
 

 

 

Arahan Walikota 
tentang 

Penyelenggaraan 
Perhubungan di Daerah  

Disposisi Persetujuan 

Persetujuan 

Tidak 

Tidak 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 

Perhubungan di 
Daerah  

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis 
 Terkait  

Pengelolaan 
Lalu Lintas 

Mengajukan Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

 
Menyelenggarakan  

Pembangunan, 
Pengadaan, Dan 

Peningkatan 
Sarpras  

Lalu Lintas 

 
 

Mengoordinasikan 
Pengawasan Dan 
Penertiban Lalu 

Lintas  
Dan  

Angkutan  
Jalan 

 
Mengoordinasikan 
Pengendalian Lalu 

Lintas Dan 
Angkutan Jalan 

Pembinaan Teknis 
Perijinan Dan 
Pengelolaan 

Retribusi Daerah   
Di Bidang Lalu 

Lintas 

Memberikan 
Pedoman di Bidang 

Perhubungan 



Ya 

KT.10.07 : Pengembangan Dan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
 

Kepala Dinas 
Perhubungan 

  
 

 
 
 
 
 

 
 

Bidang  
Penerangan 
Jalan Umum 

 

 
 
 
 
 

 
 

OPD Lain/ 
Stakeholder 

 
 

 
 

 
 

K/L Terkait 
 
 

 

 

Memberikan 
Pedoman di Bidang 

Perhubungan 

Arahan Walikota 
tentang 

Penyelenggaraan 
Perhubungan di Daerah  

Disposisi Persetujuan 

Persetujuan 

Tidak 

Tidak 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 

Perhubungan di 
Daerah  

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis 
 Terkait  

Penerangan 
Jalan Umum 

Mengajukan Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  Kebijakan 

Koordinasi  
Dan Pembangunan 
Sarana Prasarana 
Penerangan Jalan 

Umum 

Koordinasi 
Pengadaan 

Sarpras  
Penerangan 
Jalan Umum 

Koordinasi 
Pemeliharaan 

Sarpras 
Penerangan 
Jalan Umum 



Ya 

KT.11.01 : Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Dinas 
Perumahan, 

Permukiman&  
Pertanahan  

 

 
 
 
 
 

 
Bidang 

Perumahan dan 
Kawasan 

Permukiman 
 

 
 
 
 
 

 
 

OPD  
Lainnya 

 

 
 

 
 

K/L 
 
 
 

 

 

Memberikan Pedoman 
Pengembangan   

Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

Arahan Walikota 
tentang Pengembangan   

Perumahan dan 
Kawasan Permukiman 

 

Disposisi Persetujuan 

Persetujuan 

Tidak 

Tidak 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 

Perumahan dan 
Kawasan Permukiman  

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis 
Pengembangan   

Perumahan  
Dan 

 Kawasan 
Permukiman 

Mengajukan Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  Kebijakan 

Koordinasi 
Pelaksanaan  

dan 
Pengendalian 
Pembangunan 
Perumahan & 
Permukiman   

Koordinasi 
Pelaksanaan 
Pembinaan 
Perumahan 

dan 
Permukiman 

Koordinasi, 
Pengaturan, 

Pemberdayaan 
dan 

Pengawasan 
Jasa Konstruksi 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 



Ya 

KT.11.02 : Pengembangan Air Minum dan Pengelolaan Air Limbah  

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Dinas 
Perumahan, 

Permukiman&  
Pertanahan  

 

 
 
 
 
 

 
Bidang Air 

Minum dan Air 
Limbah 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

OPD  
Lainnya 

 

 
 

 
 

K/L 
 
 
 

 

 

Memberikan Pedoman 
Pengembangan Air 

Minum dan Pengelolaan 
Air Limbah 

Arahan Walikota 
tentang Pengembangan 

Air Minum dan 
Pengelolaan Air Limbah

 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 

Air Minum dan Air 
Limbah    

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis 
Pengembangan 
Air Minum dan 
Pengelolaan Air 

Limbah 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 

Koordinasi 
Pembangunan & 
Pengembangan 

Sarpras Air 
Minum & Air 

Limbah   

Tidak 

Tidak 

 
 
 
 

Koordinasi 
Pengelolaan 
Air Limbah   

 
 
 

Koordinasi, 
Pembinaan Air 
Minum & Air 

Limbah    

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 



Ya 

KT.11.03 : Perencanaan Teknis Jalan, Jembatan, Sumberd Daya Air dan Drainase 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

Kepala Dinas  
Pekerjaan 

Umum 
Dan  

Penataan 
Ruang 

 
 
 
 
 

 
 

Bidang 
Perencanaan  

Teknis 
 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 
 

 
 

 
 

K/L 
 
 
 

 

 

Memberikan 
Pedoman Tentang  

Kebinamargaan, Tata 
Air & Tata Ruang 

Arahan Walikota 
tentang 

Kebinamargaan, Tata 
Air & Tata Ruang 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 

Tentang Kebinamargaan, 
Tata Air & Tata Ruang 

 
Menyiapkan 

Dokumen 
Perencanaan 

  Dan 
Rancangan 
Kebijakan 

Teknis  
Tentang  

Kebinamargaan, 
Tata Air & Tata 

Ruang  

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 

Mengoordinasikan 
dan 

Menyelenggarakan  
Penyusunan  

Rencana Teknis  
Jalan dan 
 Jembatan 

Tidak 

Tidak 

 
 

Mengoordinasikan 
dan 

Menyelenggarakan 
Penyusunan  

Rencana Teknis  
Sumber Daya Air 

dan Drainase 
  

 
 

Penyediaan 
Data Leger 
Jalan Dan 

Jembatan Serta 
Sumber Daya Air 

Dan Drainase 
 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 



Ya 

KT.11.04 : Operasional Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air Dan Drainase 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

Kepala Dinas  
Pekerjaan 

Umum 
Dan  

Penataan 
Ruang 

 
 
 
 
 

 
Bidang 
Operasi 

Dan  
Pemeliharaan 

 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
 

 
 

K/L 
 
 
 

 

 

Memberikan 
Pedoman Tentang  

Kebinamargaan, Tata 
Air & Tata Ruang 

Arahan Walikota 
tentang 

Kebinamargaan, Tata 
Air & Tata Ruang 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 

Tentang Kebinamargaan, 
Tata Air & Tata Ruang 

 
Menyiapkan 

Dokumen 
Perencanaan 

  Dan 
Rancangan 
Kebijakan 

Teknis  
Tentang  

Kebinamargaan, 
Tata Air & Tata 

Ruang  

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
Mengoordinasikan 

Dan 
Menyelenggarakan  

Pemeliharaan 
Bidang Jalan Dan 

Jembatan 

Tidak 

Tidak 

 
Mengoordinas

ikan Dan 
Menyelenggar
akan  Operasi 

Dan 
Pemeliharaan 

Bidang 
Sumber Daya Air 

 
Mengoordinasikan 

Dan 
Menyelenggarakan  

Operasi Dan 
Pemeliharaan 

Bidang 
Drainase 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 



Ya 

KT.11.05 : Pengembangan Sumber Daya Air dan Drainase 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

Kepala Dinas  
Pekerjaan 

Umum 
Dan  

Penataan 
Ruang 

 
 
 
 
 

 
 

Bidang 
Tata  
Air 

 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
 

 
 

K/L 
 
 
 

 

 

Memberikan 
Pedoman Tentang  

Kebinamargaan, Tata 
Air & Tata Ruang 

Arahan Walikota 
tentang 

Kebinamargaan, Tata 
Air & Tata Ruang 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 

Tentang Kebinamargaan, 
Tata Air & Tata Ruang 

 
 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis Tentang
Tata AIR  

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 

Mengoordinasikan 
dan 

Menyelenggarakan  
Perencanaan Sumber 

Daya Air dan 
Drainase 

Tidak 

Tidak 

 
 

Mengoordinasikan 
dan 

Menyelenggarakan 
Pembangunan & 
Pengembangan 

Sumber Daya Air 
dan Drainase 

  

 
 

Mengoordinasikan 
dan 

Menyelenggarakan  
Rehabilitasi Sumber 

Daya Air dan  
Drainase 

 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 



Ya 

KT.11.06 : Penataan Lingkungan Hidup 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Dinas 
Lingkungan   

Hidup 
 

 

 
 
 
 
 

 
Bidang  

Tata 
Lingkungan 

 
 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 
 

 
 

 
 

K/L 
 
 
 

 

 

Memberikan 
Pedoman Penataan 
Lingkungan Hidup 

Arahan Walikota 
tentang Penataan 
Lingkungan Hidup 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan   

Urusan Lingkungan 
Hidup 

 
 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan   

Tata 
Lingkungan  

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 

Melakukan 
Analisis dan 

Evaluasi 
Dampak 

Lingkungan  

Tidak 

Tidak 

 
 
 

Melakukan 
Pengelolaan 

dan 
Penanganan 
Limbah B3 

 
 

Melakukan  
Peningkatan 

Kapasitas 
Lembaga dan 

SDM LH 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

 
 

Pembinaan 
Pelestarian 
Lingkungan 

dan 
Keanekaraga
man Hayati 



Ya 

KT.11.07 : Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Dinas 
Lingkungan   

Hidup 
 

 

 
 
 
 
 

 
Bidang  

Tata 
Lingkungan 

 
 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 
 

 
 

 
 

K/L 
 
 
 

 

 

Memberikan 
Pedoman Penataan 
Lingkungan Hidup 

Arahan Walikota 
tentang Penataan & 

Peningkatan Kapasitas 
Lingkungan Hidup 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan   

Urusan Lingkungan 
Hidup 

 
Menyiapkan 

Dokumen 
Perencanaan 

  Dan 
Rancangan 
Kebijakan 

Penataan & 
Peningkatan 

Kapasitas 
Lingkungan 

Hidup 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 

Melakukan 
Pembinaan 
Pencegahan 
Pencemaran 
& Kerusakan 
Lingkungan  

Tidak 

Tidak 

 
 
 

Melakukan 
Investigasi 

Atas 
Pencemaran 
& Kerusakan 
Lingkungan 

 
 

Menegakkan 
Hukum 

Lingkungan 
Hidup 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

 
 

Pembinaan 
dan 

Peningkatasn 
Kapasitas 

SDM 
Lingkungan 

Hidup 



Ya 

KT.12.01 : Penataan Ruang  

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

Kepala Dinas  
Pekerjaan 

Umum 
Dan  

Penataan 
Ruang 

 
 
 
 
 

 
 

Bidang 
Tata  
Air 

 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
 

 
 

K/L 
 
 
 

 

 

Memberikan 
Pedoman Tentang  

Kebinamargaan, Tata 
Air & Tata Ruang 

Arahan Walikota 
tentang 

Kebinamargaan, Tata 
Air & Tata Ruang 

Disposisi Persetujuan 

Persetujuan 

Tidak 

Tidak 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 

Tentang 
Kebinamargaan, Tata 

Air & Tata Ruang 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis 
Tentang  

Tata Ruang 

Mengajukan Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

 
 

Mengoordinasikan 
dan 

Menyelenggarakan  
Perencanaan Tata 

Ruang 

 
 

Mengoordinasikan 
dan 

Menyelenggarakan  
Pengendalian dan 

Evaluasi 
Pemanfaatan  
Tata Ruang 

  

 
 

Mengoordinasikan 
dan 

Menyelenggarakan  
Pemetaan dan 

Penyediaan Lahan 
Insfrastruktur   

 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 



KT.12.02 : Pengembangan Pertamanan dan Dekorasi Kota 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Dinas  

Kebudayaan & 
Pariwisata 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Bidang 
Pertamanan & 
Dekorasi Kota 

 
 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya 
 

 
 

 
 

Masyarakat 
 
 

 

 

Kebijakan Walikota 
tentang  

Pertamanan dan 
Dekorasi Kota 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 

Pertamanan dan 
Dekorasi Kota 

 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan Teknis 
Pembangunan dan 

Pemeliharaan Taman, 
Hutan Kota dan Dekorasi 

Persetujuan 

Persetujuan 

Tidak 

Tidak 

Ya 

Laporan 
Pengembangan 
Pertamanan dan 

Dekorasi Kota 

Melakukan 
evaluasi dan 
pelaporan 

pelaksanaan 
kegiatan 

 
 

Melaksanakan 
kegiatan 

pembangunan 
taman, hutan 

kota dan 
dekorasi kota 

 
 

Melaksanakan 
pemeliharaan 
taman, hutan 

kota dan 
dekorasi kota  

 
 

Membina 
pemanfaatan 
fasilitas sosial 

taman dan 
hutan kota  

 
 

Menyelengga-
rakan 

pengawasan, 
pembinaan 

dan 
pengendalian 

reklame 

 
 

Menyelengga-
rakan 

pembangunan 
dan 

pemeliharaan 
penerangan 

taman 
dan hutan 

kota 

 
 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
Teknis 

Pembangunan 
dan 

Pemeliharaan 
Taman, Hutan 

Kota dan 
Dekorasi Kota 



Ya 

KT.13.01 : Penataan Lingkungan Hidup 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Dinas 
Lingkungan   

Hidup 
 

 

 
 
 
 
 

 
Bidang  

Tata 
Lingkungan 

 
 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 
 

 
 

 
 

K/L 
 
 

 

 

Memberikan 
Pedoman Penataan 
Lingkungan Hidup 

Arahan Walikota 
tentang Penataan 
Lingkungan Hidup 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan   

Urusan Lingkungan 
Hidup 

 
 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan Tata 

Lingkungan  

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 

Melakukan 
Analisis dan 

Evaluasi 
Dampak 

Lingkungan  

Tidak 

Tidak 

 
 
 

Melakukan 
Pengelolaan 

dan 
Penanganan 
Limbah B3 

 
 

Melakukan  
Peningkatan 

Kapasitas 
Lembaga dan 

SDM LH 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

 
 

Pembinaan 
Pelestarian 
Lingkungan 

dan 
Keanekaraga
man Hayati 



Ya 

KT.13.02 : Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Dinas 
Lingkungan   

Hidup 
 

 

 
 
 
 
 

 
Bidang  

Tata 
Lingkungan 

 
 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 
 

 
 

 
 

K/L 
 
 

 

 

Memberikan 
Pedoman Penataan 
Lingkungan Hidup 

Arahan Walikota 
tentang Penataan & 

Peningkatan Kapasitas 
Lingkungan Hidup 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan   

Urusan Lingkungan 
Hidup 

 
Menyiapkan 

Dokumen 
Perencanaan 

  Dan 
Rancangan 
Kebijakan 

Penataan & 
Peningkatan 

Kapasitas 
Lingkungan 

Hidup 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 

Melakukan 
Pembinaan 
Pencegahan 
Pencemaran 
& Kerusakan 
Lingkungan  

Tidak 

Tidak 

 
 
 

Melakukan 
Investigasi 

Atas 
Pencemaran 
& Kerusakan 
Lingkungan 

 
 

Menegakkan 
Hukum 

Lingkungan 
Hidup 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

 
 

Pembinaan 
dan 

Peningkatasn 
Kapasitas 

SDM 
Lingkungan 

Hidup 



Ya 

KT.13.03 : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Dinas 
Lingkungan   

Hidup 
 

 

 
 
 
 
 

 
Bidang  

Tata 
Lingkungan 

 
 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 
 

 
 

 
 

K/L 
 
 
 

 

 

Memberikan Pedoman 
Pengendalian 

Pencemaran dan 
Kerusakan Lingkungan 

Arahan Walikota 
tentang Pengendalian 

Pencemaran dan 
Kerusakan Lingkungan 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan   

Urusan Lingkungan 
Hidup 

 
Menyiapkan 

Dokumen 
Perencanaan 

  Dan 
Rancangan 
Kebijakan 

Pengendalian 
Pencemaran 

dan Kerusakan 
Lingkungan 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 

Melakukan 
Penelitian 
Terhadap 

Pencemaran 
dan 

Kerusakan 
Lingkungan 

Tidak 

Tidak 

 
 
 

Melakukan 
Penilaian & 
Penetapan 

Pencemaran 
dan 

Kerusakan 
Lingkungan 

 
 

Melakukan 
Pemulihan 

Kualitas  
Lingkungan 

Hidup 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 



Ya 

KT.13.04 : Peningkatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Dinas 
Lingkungan   

Hidup 
 

 

 
 
 
 
 

 
Bidang  

Kebersihan 
& 

Pengelolaan 
Sampah 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 
 

 
 

 
 

K/L 
 
 
 

 

 

Memberikan Pedoman 
Peningkatan Kebersihan 

dan Pengelolaan 
Sampah 

Arahan Walikota 
tentang Peningkatan 

Kebersihan dan 
Pengelolaan Sampah 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan   

Urusan Lingkungan 
Hidup 

 
Menyiapkan 

Dokumen 
Perencanaan 

  Dan 
Rancangan 
Kebijakan 

Peningkatan 
Kebersihan 

dan 
Pengelolaan 

Sampah 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 

Menyelengga
rakan  

Pelayanan 
Kebersihan  

Jalan 
Protokol 

Tidak 

Tidak 

 
 
 

Menyeleggar
akan 

Pelayanan 
Pengumpulan 

& 
Pengangkutan 

Sampah 

 
 

Pembinaan 
dan 

Pengembang
an 

Pemanfaatan 
Nilai Guna 

Sampah 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

 
 

Menyeleggar
akan 

Pelayanan 
Pengolahan 

& 
Pemrosesan 

Sampah  



Ya 

KT.14.01 : Pelayanan Penanaman Modal 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
 

Kepala Dinas 
DPMPTSP  

 
 

 
 
 
 
 

 
Bidang 

Pelayanan 
Penanaman 

Modal 
 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya 
 

 
 

 
 

K/L 
 
 

 

 

 

Arahan Walikota 
tentang Pelayanan 
Penanaman Modal 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 
Penanaman Modal 

Dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 

 
Menyiapkan 

Dokumen 
Perencanaan & 

Perumusan 
Kebijakan 

Teknis  
Pelaksanaan 

Urusan 
Penanaman 

Modal  
 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan & Rumusan 

Kebijakan Teknis  
Pelaksanaan Urusan 
Penanaman Modal 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 

Melakukan 
Koordinasi 
Perizinan 

Penanaman 
Modal  

Tidak 

Tidak 

 
 

Melakukan 
Fasilitasi 
Perizinan 

Penanaman 
Modal  

 
 
 

Melaksanakan 
Pelayanan 

Penanaman 
Modal  

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

 
 

Melaksanakan 
Pengawasan 

dan 
Pengendalian 
Penanaman 

Modal  

Memberikan 
Pedoman Terkait 

Penanaman Modal



Ya 

KT.14.02 : Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Dinas 

DPMPTSP  
 
 

 

 
 
 
 
 

Bidang 
Pelayanan 
Perizinan 

Pemerintahan & 
Kesejahteraan 

Rakyat 
 

 
 
 
 
 

 
 

OPD  
Lainnya 

 

 
 

 
 

K/L 
 
 
 

 

 

Arahan Walikota tentang 
Pelayanan Perizinan 

Pemerintahan & 
Kesejahteraan Rakyat 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 
Penanaman Modal 

Dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan & 
Perumusan 
Kebijakan 

Teknis  
Pelaksanaan 
Pelayanan 
Perizinan 

Pemerintahan 
& 

Kesejahteraan 
Rakyat 

 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan &  Rumusan 

Kebijakan Teknis  Pelayanan 
Perizinan Pemerintahan & 

Kesejahteraan Rakyat 

Persetujuan 

 
 

Melakukan 
Koordinasi 
Pelayanan 
Perizinan 

Pemerintahan 

Tidak 

Tidak 

 
 

Melakukan 
Koordinasi 
Pelayanan 
Perizinan 

Kesejahteraan 
Rakyat 

 

 
 

Melaksanakan 
Pelayanan 
Perizinan 

Pemerintahan 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

 
 

Melaksanakan 
Pelayanan 
Perizinan 

Kesejahteraan 
Rakyat 

 

Persetujuan 

Memberikan 
Pedoman Terkait 

Pelayanan 
Perizinan 



Ya 

KT.14.03 : Pelayanan Perizinan Pembangunan 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
 

Kepala Dinas 
DPMPTSP  

 
 

 
 
 
 
 

 
Bidang 

Pelayanan 
Perizinan 

Pembangunan 
 

 
 
 
 
 

 
 

OPD  
Lainnya 

 

 
 

 
 

K/L 
 
 
 

 

 

Memberikan 
Pedoman Terkait 

Pelayanan 
Perizinan  

Arahan Walikota tentang 
Pelayanan Perizinan 

Pemerintahan & 
Kesejahteraan Rakyat 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 
Penanaman Modal 

Dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 

 
Menyiapkan 

Dokumen 
Perencanaan & 

Perumusan 
Kebijakan 

Teknis  
Pelaksanaan 
Pelayanan 
Perizinan 

Pembangunan 
 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan & Rumusan 

Kebijakan Teknis  Pelayanan 
Perizinan Pembangunan 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 
 
 
 
 

Menyelenggarakan 
Pelayanan Izin 

Mendirikan 
Bangunan 

Tidak 

Tidak 

 
 
 
 
 

Menyelenggarakan 
Pelayanan Izin  
Di Bidang Adm 
Pembangunan 

 

 
 

Koordinasi 
Pelayanan 

Izin 
Mendirikan 
Bangunan 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Pelaporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

 
 

Koordinasi 
Pelayanan 
Perizinan  
Di Bidang 

Administrasi 
Bangunan 



Ya 

KT.14.04 : Pengelolaan Data Dan Advokasi Perizinan Dan Non Perizinan 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
 

Kepala Dinas 
DPMPTSP  

 
 

 
 
 
 
 

 
Bidang 

Pengelolaan 
Data & 

Advokasi 
 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya 
 

 
 

 
 

K/L 
 
 
 

 

 

Memberikan 
Pedoman Terkait 

Penanaman Modal 
& Perizinan  

Arahan Walikota 
tentang Pelayanan 

Penanaman Modal dan 
Perizinan 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 
Penanaman Modal 

Dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 

 
Menyiapkan 

Dokumen 
Perencanaan & 

Perumusan 
Kebijakan 

Teknis  
Pengelolaan 

Data & 
Advokasi 

 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan & Rumusan 

Kebijakan Teknis 
Pengelolaan Data & 

Advokasi 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 

Menyelenggarakan 
Pengelolaan Data 

dan Sistem 
Informasi 

Tidak 

Tidak 

 
 

Menyelenggarakan 
Penanganan 

Pengaduan dan 
Advokasi 

 

 
 

Koordinasi 
Pengelolaan 

Data dan 
Sistem 

Informasi 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

 
 

Koordinasi 
Penanganan 
Pengaduan 

dan Advokasi 



Ya 

KT.14.05 : Pengawasan dan Pelayanan Bangunan  

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

Kepala Dinas  
Perumahan, 
Permukiman 

dan 
Pertanahan 

 

 
 
 
 
 

 
Bidang 

Pengawasan, 
Peayanan 

Bangunan & 
Pertanahan  

 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya 
 

 
 

 
 

K/L 
 
 
 

 

 

Arahan Walikota 
tentang Pengawasan 

dan Pelayanan 
Bangunan 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 

Pengawasan, 
Pelayanan Bangunan, 

& Pertanahan  

 
 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis 
Pengawasan 

dan Pelayanan 
Bangunan  

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  Kebijakan 
Teknis Pengawasan dan 

Pelayanan Bangunan 
 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
Menyelenggara-
kan Koordinasi 

Pelayanan 
Bangunan 

Tidak 

Tidak 

 
 

Melakukan 
Pengawasan 

dan 
Pemeriksaan 
Adminsitratif 

Bangunan   

 
Melakukan 
Pembinaan 

Kepada 
Masyarakat 

TErkait 
Pemanfaatan  

Gedung & 
Bangunan   

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

Memberikan 
Pedoman 

Pengawasan dan 
Pelayanan Bangunan



Ya 

KT.14.06 : Pengembangan Perindustrian  

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Dinas  
Perindustrian 
Perdagangan 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Bidang 
Perindustrian  

 
 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
 

 
 

K/L 
Terkait 

 
 

 

 

Memberikan 
Pedoman Tentang 
Penyelenggaraan 

Perindustrian  

Arahan Walikota tentang 
Penyelenggaraan 

Perindustrian 
Di Kota Tangerang 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 

Tentang 
Penyelenggaraan 

Perindustrian di Kota 
Tangerang 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 

Menyelenggarakan  
Pembinaan dan 
Pengembangan 

Sarana Usaha dan 
Produksi 

Tidak 

Tidak 

 
 

Menyelenggara 
kan  Pembinaan 

Mutu Hasil 
Produksi  

 
 

Menyelenggarakan  
Pengawasan dan 

Pengendalian  
Penerapan  

Standar  
Industri 

 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan Rancangan 
Kebijakan Teknis 

Tentang 
Penyelenggaraan 
Perindustrian di 
Kota Tangerang  



Ya 

KT.14.07 : Pengembangan Perdagangan  

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Dinas  
Perindustrian 
Perdagangan 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Bidang 
Perdagangan  

 
 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
 

 
 

K/L 
Terkait 

 
 

 

 

Memberikan 
Pedoman Tentang 

Pengembangan 
Perdagangan  

Arahan Walikota tentang 
Pengembangan 

Perdagangan 
Di Kota Tangerang 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 

Tentang 
Pengembangan 

Perdagangan di Kota 
Tangerang 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 

Menyelenggarakan 
Pembinaan 

 dan  
Pengendalian 

 Usaha  
Perdagangan 

Tidak 

Tidak 

 
 

Menyelenggara 
kan  Promosi  
Penggunaan 

Produk Dalam 
Negeri  

 
Menyelenggara

kan  
Pembinaan  

Perdagangan  
Luar Negeri  

Dan 
Mendorong 

Ekspoir  
 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

 
 

Menyelenggara
kan 

Pengawasan 
dan  

Pembinaan 
Terkait 

Perlindungan 
Konsumen  

 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis Tentang 
Pengembangan 
Perdagangan di 
Kota Tangerang  



KT.14.08 : Pengembangan Priwisata  

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Dinas 

Kebudayaan & 
Pariwisata  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Bidang 
Pariwisata 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

OPD  
Lainnya 

 

 
 

 
 
 

K/L 
 
 
 

 

 

Memberikan 
Pedoman 

Pengembangan 
Pariwisata Daerah 

Arahan Walikota 
tentang 

Pengembangan 
Pariwisata Daerah 

 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 

Pengembangan 
Pariwisata Daerah 

 
Menyiapkan 

Dokumen 
Perencanaan 

  Dan 
Rancangan 
Kebijakan 

Teknis Tentang 
Pengembangan 

Pariwisata 
Daerah 

 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 

Mengoor
dinasikan 
penyusu

nan 
Rencana 

Induk 
Pengemb

angan 
Pariwisata 

Daerah 

Tidak 

Tidak 

Ya 

 
 
 
 

Melakukan 
Pengembang

an Potensi 
Pariwisata 

Daerah  

 
 
 

 Melakukan 
Pembinaan 

dan 
Peningkatan 
Kompetensi  
Pelaku dan 
Stakeholder 
Pariwisata 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan 
Pengembangan 

Pariwisata Daerah 

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 



Ya 

KT.14.09 : Pengembangan Kerjasama dan Perekonomian Daerah 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala  
Bagian 

Kerjasama dan 
Perekonomian  

   

 
 
 
 
 

 
 

Subbagian  
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Stakehlder/ 

OPD  
Lainnya 

 

 
 

 
 
 

K/L Terkait  
 
 
 

 

 

Memberikan  
Pedoman 

Pengembangan 
Kerjasama dan 

Perekonomian Daerah 

Arahan Walikota tentang 
Pengembangan 
Kerjasama dan 

Perekonomian Daerah 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan 

Pengembangan 
Kerjasama dan 

Perekonomian Daerah  

Mengajukan   
Dokumen  

Rancangan   
Kebijakan 

 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 
 

Mengoordinasikan 
Penyiapan Kebijakan

Kerjasama Daerah 

Tidak 

Tidak 

 
Mengoordinasikan 

Penyiapan 
Kebijakan 

Pembinaan BUMD, 
dan Badan 

Layanan Umum 
Daerah 

Mengoordinasikan 
Penyiapan 
Kebijakan 

Pengembangan 
prasarana, sarana, 

dan pembinaan 
ekonomi serta 

pengembangan 
potensi daerah 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

 
 

Menyiapkan 
Dokumen 
Rumusan 
Kebijakan 

Pengembangan 
Kerjasama dan 
Perekonomian 

Daerah  



Ya 

KT.15.01 : Pengembangan dan Pembinaan Koperasi 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Dinas  

Koperasi,  
Usaha Kecil & 

Menengah 
 

 
 
 
 
 

 
 

Bidang 
Koperasi  

 
 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
 

 
 

K/L 
 
 
 

 

 

Memberikan Pedoman 
Tentang Pengembangan 
& Pembinaan Koperasi 

Arahan Walikota 
tentang 

Pengembangan & 
Pembinaan Koperasi 

Disposisi 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 

Menyelenggarakan 
Pembinaan 

Kelembagaan, 
Penyediaan  

Data dan Informasi 
Koperasi 

Tidak 

Tidak 

 
 

Menyelenggarak
an  Pembinaan, 
Pengembangan 

Usaha dan 
Pemberdayaan 

Koperasi 
  

 
 

Menyelenggarakan  
Pembinaan  

Kepatuhan serta 
pengawasan dan 

Pengendalian 
Koperasi 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 

Tentang 
Pengembangan & 

Pembinaan Koperasi 

 
 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan Rancangan
Kebijakan Teknis 

Tentang 
Pengembangan 
& Pembinaan 

Koperasi  



Ya 

KT.15.02 : Pemberdayaan dan Pembinaan UMKM 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Dinas  

Koperasi,  
Usaha Kecil & 

Menengah 
 

 
 
 
 
 

 
Bidang 

Usaha Kecil & 
Menengah 

 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
 

 
 

K/L 
 
 
 

 

 

Memberikan 
Pedoman Tentang 
Pemberdayaan dan 
Pembinaan UMKM 

Arahan Walikota 
tentang 

Pemberdayaan dan 
Pembinaan UMKM 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 

Tentang 
Pemberdayaan dan 
Pembinaan UMKM 

 
 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan Rancangan
Kebijakan Teknis 

Tentang 
Pemberdayaan 
dan Pembinaan 

UMKM 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 

Menyelenggarakan  
Pembinaan dan 
Pengembangan 

Produk dan Pelaku 
UMKM   

Tidak 

Tidak 

 
 

Menyelenggarakan  
Promosi UMKM & 

Fasilitasi 
Pembiayaan 

  

 
 

Menyelenggarakan 
dan 

Mengoordinasikan 
Pengumpulan dan 
Pengolahan Data 

dan Informasi 
UMKM  

 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 



KT.15.03 : Peningkatan Ketersediaan, Distribusi Dan Penanganan Kerawanan Pangan 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
 

Kepala Dinas 
Ketahanan 

Pangan 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Bidang 
Ketersediaan, 
Distribusi dan 

Kerawanan 
Pangan 

 
 

 
 
 
 
 

Stakeholder 

 
 

OPD 
Lainnya 

 

 

Kebijakan Walikota 
tentang Peningkatan 

Ketersediaan, Distribusi 
Dan Penanganan 

Kerawanan Pangan 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 
Ketahanan Pangan  

 
 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan
Peningkatan 

Ketersediaan, 
Distribusi 

Dan 
Penanganan 
Kerawanan 

Pangan 
   

Mengajukan  
Dokumen 

Perencanaan 
  Peningkatan 

Ketersediaan, Distribusi 
Dan Penanganan 

Kerawanan Pangan 

Persetujuan 

Persetujuan 

Tidak 

Tidak 

Ya 

 
 

Melakukan 
penyusunanan 

data & 
Prognosa 

ketersediaan 
pangan,pengad
aan cadangan 

pangan & 
Penyaluran 
cadangan 

pangan  

 
 

Melakukan 
Penyusunan 

Peta  
Ketahanan 

dan 
Kerentanan 

Pangan 

 
Melakukan 

evaluasi 
Kegiatan  

Pelaporan 

 
 
 
 

Melakukan 
pengumpulan 

dan analisis 
informasi 
distribusi 
pangan 

 
 
 

Melakukan 
pengumpulan  

bahan dan 
analisis sistem 
kewaspadaan 

pangan 

 
 

Melakukan 
penanganan 

dan penyaluran 
pangan untuk 
Balita rawan 

pangan 

 
 
 

Melakukan 
penyusunan 

Neraca Bahan 
Makanan dan 
Analisis Pola 

Pangan 
Harapan (PPH) 
Ketersediaan 

 
 
 

Melakukan 
koordinasi 

pengendalian 
harga pangan 

strategis 
daerah 

 
 

Melakukan 
pemantauan, 

pembinaan dan 
pengembangan 

sistem 
informasi harga 

pangan 
strategis 
daerah 



Ya 

KT.15.04 : Peningkatan Produktivitas Perikanan  

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Dinas  
Ketahanan 

Pangan 
 

 

 
 
 
 
 

 
Bidang 

Pertanian 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
 

 
 

K/L Terkait 
 
 
 

 

 

Memberikan 
Pedoman Tentang 
Ketahanan Pangan 

Arahan Walikota 
tentang  

Ketahanan Pamgan 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 
Tentang Ketahanan 

Pangan 
  

 
 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis 
Tentang 

Pertanian  

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan 

Pengembanggan 
Perikanan  
Budidaya 

 

Tidak 

Tidak 

 
 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  
Pembinaan 
Perikanan 
Budidaya 

 
 
 

Mengoordinasikan 
Penggunaan Sarana 

dan Prasara 
Perikanan  

 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 



Ya 

KT.15.05 : Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Peternakan 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Dinas  
Ketahanan 

Pangan 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Bidang 
Pertanian 

 
  

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
 

 
 

K/L Terkait 
 
 
 

 

 

Memberikan 
Pedoman Tentang 
Ketahanan Pangan 

Arahan Walikota 
tentang  

Ketahanan Pamgan 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 
Tentang Ketahanan 

Pangan 
  

 
 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis 
Tentang 

Pertanian  

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan 

Pengembangan 
Usaha Pertanian dan 

Peternakan 
 

Tidak 

Tidak 

 
 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  
Pembinaan  

Usaha  
Pertanian dan 

Peternakan 
 

 
Mengoordinasikan 

Pengawasan 
Pelayanan Rumah 

Potong Hewan dan 
Kesehatan 

Masyarakat Veteriner  
Serta 

Kesejahteraan 
Hewan 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 



KT.16.01 : Pengelolaan Statistik dan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

 
 

Walikota 

 
 
 
 
 

 
Kepala Dinas 
Komunikasi 

dan 
Informatika 

 
 

 
 

 
Bidang Statistik 

& 
Pemberdayaan 

TIK 
 

 
 
 
 
 

OPD Lainnya 

 
 
 
 
 

Stakeholder 

 
 
 
 
 

Kementerian 
Komunikasi 

dan 
Informatika 

 
 

 
 

 

Kebijakan  & Pedoman 
Pengelolaan Statistik 
dan Pemberdayaan TI 

dan Komunikasi 

Kebijakan  
Walikota tentang  

Pengelolaan Statistik 
dan Pemberdayaan TI 

dan Komunikasi 

Mengoordinasikan 
pelaksanaan   

Pengelolaan Statistik 
dan Pemberdayaan 
TI dan Komunikasi 

 
 

Melakukan 
 penggalian 

data, validasi 
dan  

olah data 

Memfasilitasi    
Pengelolaan 
Statistik dan 

Pemberdayaan TI 
dan Komunikasi 

 

 
 
 
 

Melakukan 
pembinaan 
terhadap 

survey dan 
akuisisi data 
di lingkungan 
Pemerintah 

Daerah 

 
 
 
 

Updating data 
secara rutin 

terhadap 
seluruh data 

hasil 
perekaman 
dan Bank 
Data dari 
aplikasi 
Statistik 
Daerah  

 
Publikasi 

data 
statistik 

 

 
 
 
 

Berkoordi
nasi  dan 
bekerjasa

ma 
dengan 

stakehold
er di 

bidang 
data dan 
statistik; 

 

Fasilitasi 
peningkatan 

kapasitas SDM 
dalam 

pemberdayaan TIK 

Pelaporan 

Melakukan  
evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan 



KT.16.02 : Pengembangan dan Dokumentasi Kearsipan  

 
 

Walikota 

 
 
 
 
 

 
Kepala DPAD 

 
 

 

Bidang 
Pengembangan 

dan 
Dokumentasi 

 
 
 
 
 

Bidang Arsip 

 
 
 
 
 

Seluruh OPD  
 

 
 
 
 
 

 
 

Masyarakat 
 
 

 

 

Kebijakan 
Pengembangan 
& Dokumentasi 

Kearsipan 

Rencana Program & 
Kegiatan 

Pengembangan & 
Dokumentasi Kearsipan 

Menyiapkan 
dan mengolah 
data kearsipan 

 
 
 
 

Suport data 
kearsipan 

Melaksanakan Program 
& Kegiatan 

Pengembangan & 
Dokumentasi Kearsipan 

 

Pengelolaan 
Arsip Dinamis 

dan Statis 

Melakukan  
Pembinaan  
Pengelolaan 
Dokumentasi  

Kearsipan 



KT.16.03 : Pengembangan e-Government 

 
 

Walikota 

 
 
 
 
 

Kepala Dinas 
Komunikasi dan 

Informatika 

 
 
 
 
 

 
Bidang 

Pegembangan  
E-Government 

 

 
 
 
 
 
 
 

OPD Lainnya 

 
 
 
 
 

Stakeholder 

 
 
 
 
 

Kementerian 
Komunikasi dan 

Informatika 

 

 

Kebijakan  & 
Pedoman 

Pengembanan  
E-Government 

Kebijakan  
Walikota tentang  

Pengembanan   
E-Government 

Mengoordinasikan 
pelaksanaan   

Pengembanan   
E-Government 

 
 
 

Fasilitasi OPD 
melakukan  

Pengembangan 
dan inovasi TIK 

dalam 
implementasi 
eGovernment 

 
 
 
 

Fasilitasi OPD  & 
Stakeholder 
melakukan  

Pengembangan 
dan inovasi TIK 

dalam pelayanan 
publik 

Pengembangan dan 
intergasi Business 

Process Re-
engineering 
manajemen 

Pemerintahan 

Pengembangan dan 
intergasi Business 

Process Re-
engineering 
manajemen 

pelayanan publik 

 
 
 
 
 
 

Koordinasi 
Pengembangan 

& Integrasi 
aplikasi 

Fasilitasi  
Peningkatan 

kapasitas SDM, 
recovery dan 
Pemeliharaan 

aplikasi 

Laporan 
Pengembanan  
E-Government 



Ya 

KT.16.04 : Peningkatan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik  

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Dinas  
Komunikasi 

dan 
Informatika 

 

 
 
 
 
 

 
Bidang 

Diseminasi 
Informasi & 
Komunikasi 

Publik 

 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 
 

 
 

Kementerian 
Komunikasi 

dan 
Informatika 

 

 

Memberikan 
Pedoman Tentang  

Diseminasi Informasi 
& Komunikasi Publik. 

Arahan Walikota 
tentang Diseminasi 

Informasi &  
Komunikasi Publik 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 
Tentang Diseminasi 

Informasi & Komunikasi 
Publik 

 
Menyiapkan 

Dokumen 
Perencanaan 

  Dan 
Rancangan 
Kebijakan 

Teknis Tentang 
Diseminasi 
Informasi & 
Komunikasi 

Publik 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 

Menyelenggara-
Kan  Diseminasi 
Informasi Media 

Elektronik 

Tidak 

Tidak 

 
 

Menyelenggara-
Kan  Diseminasi 
Informasi Media 

Cetak 
 

 
 

Menyelenggara-
Kan  

Pengembangan 
Dan Kemitraan 

Komunikasi 
Publik 

 

Melakukan 
evaluasi dan 

pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 

Hukum/Kebijakan 

Kebijakn 

Ya 

 
 

Menyelenggara-
kan Pelayanan 

Informasi Publik & 
Pengoordinasian 

PPID 
 



KT.17.01 : Pengembangan Produk Hukum Daerah dan Pembinaan HAM  

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretaris 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Bagian 
Hukum 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Sub Bagian  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

OPD  
Lainnya 

 

 
 

 
Kementerian 
Dalam Negeri 

 
 

 
 

 

 

Memberikan pedoman 
Pengembangan 

Produk Hukum Daerah 
dan Pembinaan HAM 

Arahan Walikota 
Tentang Pengadaan 

Barang dan jasa 
Pemerintah Daerah 

Disposisi 

Menyiapkan Bahan 
Kebijakan Tentang 

Pengembangan 
Produk Hukum Daerah 
dan Pembinaan HAM 

 
 

Perumusan 
Kebijakan 
Tentang 

Pengembanga
n Produk 
Hukum 

Daerah dan 
Pembinaan 

HAM 
  

Menyampaikan Bahan 
Kebijakan  

Tentang Pengembangan 
Produk Hukum Daerah dan 

Pembinaan HAM 
 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
Koordinasi 

Pelaksanaan  
Dan Pembinaan 
Pemerintahan di 

Bid. Hukum 

Tidak 

Tidak 

Ya 

 
Menyelengg

arakan 
Pendokume
ntasian Dan 

Pengembang
an Jaringan 
Informasi 

Hukum 

Pelaksanaan 
penyusunan 
dan kajian 

Produk Hukum 
Daerah 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Menyiapkan 
Naskah 

Akademik  

 
Menyelengg

arakan 
Penyuluhan 

Hukum, 
Pelayanan 
HAM dan 
Banytuan 

Hukum 



KT.18.01 : Fasilitasi Penganggaran DPRD 

 
 

DPRD 

 
 
 
 
 

Sekretaris 
DPRD 

 
 
 
 
 

Bagian 
Persidangan, & 
Perundang-
undangan 

 
 
 
 
 

Bagian 
Administrasi 

Umum 

 
 
 
 
 

TAPD 

 
 
 
 

 
OPD 

 Lainnya 
 

 

 

Memroses 
Administrasi 

Surat/Naskah 
Dinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pembahasan 
KUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pembahasan 
 PPAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penyiapan  
Raperda  

APBD 

Pengajuan 
Pengesahan RAPBD 
kepada Gubernur 

Perda APBD   Menyerahkan  
KUA  

Mengoordinasikan 
ketugasan 

kesekretariatan 

Menyusun 
Rencana Anggaran   



Klarifikasi & 
tanggapan  
langsung 

KT.18.02 : Fasilitasi Pengawasan DPRD 

 
 

Walikota 

 
 
 
 
 
 

 
 

DPRD 

 
 
 
 
 

Sekretaris 
DPRD 

 
 
 
 
 

Bagian 
Persidangan, & 
Perundang-
Undangan 

 
 
 
 
 

Bagian Humas & 
Protokol 

 
 
 
 
 

 
OPD  

 

 

 
Masyarakat 

 

 

 

Mengoordinasikan 
Proses Administrasi  

Kesekretariatan 

Menyampaikan 
Laporan 

Fasilitasi dukungan 
Data dan Informasi 
Terkait Dok. APBD 

Konfirmasi dan 
Klarifikasi hasil 
pengawasan 

 

 
Menerima 

Laporan/Data Hasil 
Pengawasan 

 

Menerima 
Laporan/Aduan 

Masyarakat 

 
Melakukan 

pengolahan data 
hasil Pengawasan 

 

 
Menyampaikan 

Hasil Pengawasan 
Kepada Eksekutif 

 

Menerima 
hasil 

Pengawasan 
Konfirmasi & 
klarifikai ke OPD 
terkait 

Laporan Hasil 
Pengawasan 



KT.18.03 : Fasilitasi Administrasi Keuangan DPRD 

DPRD 

 
 
 
 
 

Sekretaris 
DPRD 

 
 
 
 
 

Bagian 
Administrasi 

Keuangan 

 
 
 
 
 

Bagian Administrasi 
Umum 

 
 
 
 
 

Bagian Persidangan, 
Informasi & Dok 

 
 
 
 
 

 
Badan 

Pengelolaan 
Keuangan Daeah 

 

 
 

 

DPA Sekretariat 
DPRD 

Memproses 
surat perintah 

pencairan dana 

 
 
 
 
 
 

Melaksanakan 
Kegiatan sesuai 
dengan tugas 

dan fungsi 
dengan 

anggaran yang 
sudah 

tercantum 
dalam DPA 

 
Memproses 

SPM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menyerahkan 
Laporan 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

 
Menyusun SPJ 

Laporan 
Keuangan 



KT.18.04: Fasilitasi Persidangan Perundang-undangan dan Humas Protokol DPRD 

 
Walikota 

 
 
 
 

DPRD 

 
 
 
 

Sekretaris 
DPRD 

 
 
 
 

Bagian 
Persidangan, 
Informasi & 

Dok 

 
 
 
 
 

Bagian 
Administrasi 

Umum 

 
 
 
 
 

OPD Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
Pemprov 
Banten 

 

 

 

 Naskah Akademis 
Raperda/ 

Undangan/Surat 
DInas 

Mengoordinasikan 
ketugasan 

kesekretariatan 

Penyampaian 
Walikota Dalam 
Rapat Paripurna 

Pandangan  
Umum  
DPRD 

Menyampaikan 
Jawaban atas 

Pandangan Umum 

Pembahasan 
dengan OPD & 

Stakeholder 

Melakukan  
Study 

 Banding 

 
 
 

Melakukan  
Konsultasi/ 
koordinasi 

Rapat 
 Gabungan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapat 
 Paripurna 

Rapat 
 Paripurna 

Perda 

Memproses 
Administrasi 
persuratan 

Memroses 
Administrasi 
pengajuan 
Raperda 

Fasilitasi  
Protokol 
Rapat & 
Publikasi 

Fasilitasi  
Protokol 
Rapat & 
Publikasi 

Fasilitasi  
Protokol & 
Publikasi 

Fasilitasi  
Protokol 
Rapat & 
Publikasi 

Fasilitasi  
Protokol 
Rapat & 
Publikasi 

Administrasi 
ke Bag. 

Hukum & 
Publikasi 

 
 
 
 
 
 

Pembahasan 
dengan OPD 

dan 
Stakeholder 

Terkjait 

 
 
 
 
 
 

Melakukan 
Study 

Banding 

 
 
 
 
 
 

Melakukan  
Konsultasi/ 
koordinasi 

 
 
 
 
 
 

Finalisasi 
Laporan 

Hasil 
Pembahasan 

Raperda 



KT.18.05 : Tata Kelola Pemerintahan 

 
Walikota 

 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
 

Bappeda 
 
 

 
 
 
 
 

 
Seluruh  OPD 

 

 
 
 
 
 

 
 

Stakeholder 
 
 

 
 

 
KEMENDAGRI/ 
MENPAN RB/ 
KEMENKEU 

 

 

 

Disposisi 
Persetujuan

Persetujuan

Tidak 

Tidak 

Ya 

Laporan  

Memberikan 
Pedoman Tata 

Kelola Pemerintahan 

Kebijakan Walikota 
tentang  

Tata Kelola 
Pemerintahan 

Mengoordinasikan 
Perencanaan 

Pembangunan 
Daerah  

Menyusun 
Dokumen 
Rencana 

Pembangunan 
dan Rencana  

Kerja   

Pembahasan 
Dokumen 
Rencana 

Pembangunan 
dan Rencana  

Kerja 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  
Urusan yang 

diamanahkan 
kepada Perangkat 

Daerah  

Melakukan 
Monitoring, 

Evaluasi 
dan 

Pelaporan 
Kinerja OPD 

Melakukan 
Pelayanan  

Masyarakat   
dan  

Administrasi 
Perkantoran 

OPD 

Melakukan 
penyediaan 
sarana dan 
prasarana 
aparatur 

Melakukan 
pembinaan 

kapasitas SDM 
aparatur OPD  

Melakukan 
publikasi data/ 

informasi 
perangkat 

daerah 

Melakukan 
penatausahaan 

keuangan 
perangkat 

daerah 



KT.18.06 : Pembinaan Organisasi Dan Tata Laksana 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretaris 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Bagian 

Organisasi 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Sub Bagian  
 

 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya 
 

 
 

 
Kementerian 

Dalam Negeri/ 
Kementerian PAN 

RB 
 
 

 

 

Memberikan 
pedoman 

pembinaan 
organisasi dan tata 

laksana 

Arahan Walikota 
Tentang Pembinaan 
Organisasi Dan Tata 

Laksana 

Disposisi 

Menyiapkan Bahan 
Kebijakan Tentang 

Pembinaan Organisasi 
Dan Tata Laksana 

 

 
 

Melakukan 
pengumpulan 

bahan dan 
melakukan 

analisis  
kelembagaan 

dan tata 
laksana 

Menyampaikan Bahan 
Kebijakan  

Tentang Pembinaan 
Organisasi Dan Tata 

Laksana 
 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 

Koordinasi 
Pelaksanaan 

Kebijakan dan 
Pembinaan  
Organisasi  

Tidak 

Tidak 

Ya 

 
 
 
 

Koordinasi 
Pelaksanaan 

Kebijakan dan  
Pembinaan 

Pelayanan Publik   

 
Koordinasi 

Pelaksanaan 
Kebijakan dan 

Pembinaan   
Tatalaksana 

dan 
Reformasi 
Birokrasi  

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  



KT.18.07 : Pembinaan Pemerintahan  
 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretaris 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Bagian 

Pemerintahan  
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Sub Bagian  
 

 

 
 
 
 
 

 
 

OPD  
Lainnya 

 

 
 

 
Kementerian 
Dalam Negeri 

 

 

 

Memberikan 
pedoman 

pembinaan 
Pemerintahan  

Arahan Walikota 
Tentang Pembinaan 

Pemerintahan 

Disposisi 

Menyiapkan Bahan 
Kebijakan Tentang 

Pembinaan  
Administrasi 

Pemerintahan 
 

 
 

Perumusan 
Kebijakan 
Tentang 

Pembinaan  
Administrasi 

Pemerintahan 
 
  

Menyampaikan Bahan 
Kebijakan  

Tentang Pembinaan  
Administrasi 

Pemerintahan 
 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 

Koordinasi 
Pelaksanaan  
Pembinaan  

Administrasi 
Pemerintahan  

Tidak 

Tidak 

Ya 

 
 
 

Koordinasi 
Penyelenggaraan 

Pemerintahan 
Umum  

 
 
 

Koordinasi 
pengembangan 

Otonomi 
Daerah 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  



KT.18.08 : Pengadaan Barang dan Jasa  

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretaris 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Bagian 

Pengadaan 
Barang &  

Jasa 
 

 
 
 
 
 

 
 

Sub Bagian  
 

 

 
 
 
 
 

 
 

OPD  
Lainnya/ 

LPSE 
 

 
 

 
LKPP 

 
 

 
 

 

 

Memberikan 
pedoman 

Pengadaan 
Barang/Jasa 

Arahan Walikota 
Tentang Pengadaan 

Barang dan jasa 
Pemerintah Daerah 

Disposisi 

Menyiapkan Bahan 
Kebijakan Tentang 

Pengadaan Barang dan 
jasa Pemerintah 

Daerah 

 
 

Perumusan 
Kebijakan 
Tentang 

Pengadaan 
Barang dan 

jasa 
Pemerintah 

Daerah 
  

Menyampaikan Bahan 
Kebijakan  

Tentang Pengadaan Barang 
dan jasa Pemerintah 

Daerah 

 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
Koordinasi 

Pelaksanaan  
Pengadaan 
Barang dan 

jasa 
Pemerintah 

Daerah 

Tidak 

Tidak 

Ya 

 

Koordinasi 
Pelaksanaan 

Pengadaan Barang 
dan Jasa 

Pemerintah Daerah    

 
Koordinasi 
pembinaan 

pemerintahan 
dan aparatur 
daerah dalam 

PBJ 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  



KT.18.09 : Pengelolaan Keprotokolan & Komunikasi Pimpinan  

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretaris 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Bagian  

Protokol &  
Komunikasi  

Pimpinan 
 

 
 
 
 
 

 
 
Sub Bagian  

 
 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
 

 
Kementerian 

/Lembaga 
 
 

 
 

 

 

Memberikan Pedoman 
Keprotokolan & 

Komunikasi Pimpinan 

Arahan Walikota 
Tentang Pedoman 

Keprotokolan & 
Komunikasi Pimpinan 

Disposisi 

Menyiapkan Bahan 
Kebijakan Tentang 

Pedoman 
Keprotokolan & 

Komunikasi Pimpinan 

 
 

Perumusan 
Kebijakan 
Tentang 

Pedoman 
Keprotokolan 
& Komunikasi 

Pimpinan 
  

Menyampaikan Bahan 
Kebijakan  

Tentang Pedoman 
Keprotokolan & 

Komunikasi Pimpinan 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
Mengoordinasi- 
kan  Perumusan 
& Pelaksanaan  

Kebijakan 
Keprotokolan & 

Komunikasi 
Pimpinan 

Tidak 

Tidak 

Ya 

 
Fasilitasi  

keprotokolan 
pada 

penyelenggaraan 
rapat/pertemuan 

kedinasan  

Melaksanakan 
Pengelolaan 

Dokumentasi,  
Peliputan dan 
Pemberitaan 

Kegiatan Pimpinan 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Informasi 
Kegiatan Yang 

melibatkan 
Pimpinan   

 
Fasilitasi  dan 
mengoordinas

ikan 
komunikasi 
pimpinan  



KT.18.10 : Penelitian dan Pengembangan Pembangunan 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Kepala 
Bappeda 

 
 
 
 
 

Bidang 
Pengelolaan  

Data 
Perencanaan, 
Penelitian dan 

Pengembangan 
 

 
 
 
 
 

 
 

Sub Bidang  
 

 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
 

 
Kementerian/ 

Lembaga   
 
 

 
 

 

 

Memberikan 
pedoman Penelitian 

& Pengembangan 
Pembangunan 

Arahan Walikota 
Tentang Penelitian & 

Pengembangan 
Pembangunan 

Disposisi 

Menyiapkan Bahan 
Kebijakan Tentang 

Penelitian & 
Pengembangan 
Pembangunan 

 
 

Perumusan 
Kebijakan 
Tentang 

Penelitian & 
Pengembang-

an 
Pembangunan 

  

Menyampaikan Bahan 
Kebijakan  

Tentang Penelitian & 
Pengembangan 
Pembangunan 

Persetujuan 

Persetujuan 

Koordinasi  Dan 
Fasilitasi 

Penelitian Dan 
Pengembangan 

(Inovasi Atau 
Terobosan) 

Pembangunan 
Daerah 

Tidak 

Tidak 

Ya 

 

 
Koordinasi Dan 

Fasilitasi 
Penyusunan 
Basis Data 

Perencanaan 
Pembangunan 

Daerah 

 

Koordinasi  
Pengelolaan 

Data 
Perencanaan 

Pembangunan 
Daerah,  

Penelitian Dan 
Pengembangan 

Daerah   

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  



Ya 

KT.19.01 : Pelayanan PBB dan BPHTB 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Badan  
Pendapatan 

Daerah 
 

 

 
 
 
 
 

 
  

Bidang 
Pelayanan 

 
         

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
 

 
 

K/L Terkait 
 
 
 

 

 

Memberikan 
Pedoman Tentang 
Pengelolaan PBB 

dan BPHTB  

Arahan Walikota 
tentang Pengelolaan 

PBB dan  BPHTB 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 
Tentang Pengelolaan 

PBB dan  BPHTB 

 
 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis  
Tentang 

Pelayanan  
 PBB dan 
BPHTB   

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 

Menyelenggarakan 
pendaftaran dan 
pelayanan PBB  

dan BPHTB 

Tidak 

Tidak 

 
 

Menyelenggarakan 
Penyuluhan dan 

penyampaian 
informasi PBB 

dan BPHTB 

 
 

Menyelenggarakan 
dokumentasi PBB 

dan BPHTB 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 



Ya 

KT.19.02 : Pendataan, Verifikasi dan Pengolahan Data PBB dan BPHTB 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Badan  
Pendapatan 

Daerah 
 

 

 
 
 
 
 

 
Bidang  

Pendataan 
Verifikasi & 
Pengolahan 

        Data 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
 

 
 

K/L Terkait 
 
 
 

 

 

Memberikan 
Pedoman Tentang 
Pengelolaan PBB 

dan BPHTB  

Arahan Walikota 
tentang Pengelolaan 

PBB dan BPHTB 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 
Tentang Pengelolaan 

PBB dan BPHTB 

 
 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis  
Tentang 

Pengelolaan 
PBB dan 
BPHTB   

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
 

Menyelenggara
kan  pendataan 

Obyek dan  
Subyek PBB  
dan BPHTB 

Tidak 

Tidak 

 
 

Melaksanakan 
Verifikasi 

Obyek  
dan  

Subyek  
PBB dan 
BPHTB 

  

 
 

Melaksanakan 
Penilaian 

Obyek PBB 
dan BPHTB 

 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

 
 

Melaksanakan 
Penghitungan 

Obyek PBB 
dan BPHTB 



Ya 

KT.19.03 : Penetapan, Penagihan dan Penyelesaian Piutang PBB dan BPHTB 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
 

Kepala Badan  
Pendapatan 

Daerah 
 

 
 
 
 
 

 
Bidang  

Penetapan, 
Penagihan & 
Penyelesaian 

Piutang 
 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
 

 
 

K/L Terkait 
 
 
 

 

 

Memberikan 
Pedoman Tentang 
Pengelolaan PBB 

dan BPHTB  

Arahan Walikota 
tentang Pengelolaan 

PBB dan BPHTB 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 
Tentang Penetapan, 

Penagihan dan 
Penyelesaian Piutang 

PBB dan BPHTB 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis  
Tentang 

Penetapan, 
Penagihan dan 
Penyelesaian 
Piutang PBB 
dan BPHTB 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
Menyeleng

garakan  
Penyelengg

araan 
penghitung

an serta 
penetapan 

besaran 
obyek PBB 
dan BPHTB 

Tidak 

Tidak 

 
 

Menyelenggar
akan   

validasi  
SPTPD  
BPHTB 

 
 

Melaksanakan 
Penagihan 

PBB dan 
BPHTB 

 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 

 
 

Melaksanakan 
Penanganan 
Penyelesaian 

Piutang  
 PBB dan 

BPHTB 



Ya 

KT.19.04: Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Lainnya Selain PBB & BPHTB 

 
 

Walikota 
 

 
 
 
 
 

Sekretariat 
Daerah 

 
 
 
 
 

 
Kepala Badan  

Pengelola 
Keuangan 

Daerah 
 

 
 
 
 
 

 
Bidang  

Pendapatan 
Lainnya 

 

 
 
 
 
 

 
OPD  

Lainnya/ 
Stakeholder 

 

 
 

 
 

K/L 
 
 
 

 

 

Memberikan Pedoman 
Tentang Pengelolaan 

Pendapatan Pajak Daerah 
Lainnya Selain PBB & BPHTB 

Arahan Walikota 
tentang Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 

Lainnya 

Disposisi 

Mengoordinasikan 
Pelaksanaan  Urusan 
Tentang Pengelolaan 

Pendapatan Pajak 
Daerah Lainnya Selain 

PBB & BPHTB 

Menyiapkan 
Dokumen 

Perencanaan 
  Dan 

Rancangan 
Kebijakan 

Teknis 
Pengelolaan 
Pendapatan 
Pajak Daerah 
Lainnya Selain 
PBB & BPHTB 

Mengajukan  Dokumen 
Perencanaan 

  Dan Rancangan  
Kebijakan 

 

Persetujuan 

Persetujuan 

 
Melakukan 
Pembinaan 

Administrasi 
Pengelolaan 
Pendapatan 
Pajak Daerah 
Lainnya Selain 
PBB & BPHTB 

 

Tidak 

Tidak 

 
Melakukan 

Pengumpula
n Data 

Pengelolaan 
Pendapatan 
Pajak Daerah 

Lainnya 
Selain PBB & 

BPHTB 
 

 
 

Menyusun 
laporan serta 

Analisa 
Pendapatan  
Pajak Daerah 

Lainnya 
Selain PBB & 

BPHTB 

Melakukan evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

kegiatan 

Laporan  

Memroses Produk 
Hukum/Kebijakan 

Ya 




	CamScanner 03-17-2021 14.51
	CamScanner 03-17-2021 14.51

